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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program
pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Metodologi penelitian yang
digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Pada data primer, metode pemilihan sampel yang digunakan adalah probability
sampling dengan menggunakan multistage sampling, dengan jumlah sampel yang
akan digunakan sebanyak 100 (seratus) pengusaha UMKM dimana penarikan
sampel akan dilakukan secara proporsional terhadap UMKM yang sudah atau
belum pernah mendapatkan program bantuan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini aa, 3 yaitu analisis
deskriftip, importance-performance analysis dan analisis Wilcoxon. Berdasarkan
hasil evaluasi terhadap proses penerimaan program\ pengémbangan sistem
pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang perlu mendapatkan
perhatian dari Pemerintah Kota Tanjungpinang dati hasil'importance-performance
analysis yaitu efektivitas tenaga pendampingproses” pelaporan, monitoring dan
evaluasi, efektifitas proses pendampingari, .dan perguliran bantuan ke pihak
lainnya sedangkan faktor yang sudah séngat/memuaskan pelaksanaannya yaitu
birokrasi pemerintah. Hasil evaluasi dampak pemberian program pengembangan
sistem pendukung usaha bagi usaha mikrokecil menengah dengan menggunakan
uji wilcoxon secara signifikan progrdam tersebut berpengaruh terhadap rata-rata
omzet per bulan, rata-rata keuntungan per bulan, rata-rata modal usaha dan rata-
rata jumlah tenaga kerja..Kenaikan omzet per bulan setelah adanya program
tersebut sebesar 15,61 %, kenaikan keuntungan per bulan sebesar 59,47%,
kenaikan jumlah modal ©saha sebesar 68,82% dan kenaikan jumlah tenaga kerja
sebesar 13,56% (Sedangkan hasil evaluasi strategis, bentuk bantuan yang
diharapkan oleh para.pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yaitu berupa bantuan
permodalan, ‘barituan per modalan dengan tingkat suku bunga rendah dan
angsuran ringan, bantuan tempat usaha yang memadai, bantuan permodalan yang
berkelanjutan dan bergulir, bantuan pelatihan, serta bantuan promosi usaha. Hal
ini menunjukkan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha
mikro kecil menengah sudah sangat tepat untuk digulirkan karena kegiatan-
kegiatan dalam program tersebut sudah sesuai dengan bentuk bantuan yang
diharapkan oleh pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang. Dalam pelaksanaannya,
bentuk bantuan yang diperoleh para pelaku UMKM sebagian besar hanya berupa
permodalan dan sebagian dalam bentuk penerimaan gerobak (sarana pendukung
usaha), sedangkan untuk sosialisasi, pembinaan, pelatihan, partisipasi promosi dan
partisipasi sekolah lapangan belum bisa dinikmati oleh sebagian besar pelaku
UMKM di kota Tanjungpinang, kedepannya kegiatan-kegiatan yang belum bisa
dinikmati oleh sebagian pelaku seperti sosialisasi, pembinaan, pelatihan,
partisipasi promosi dan partisipasi sekolah lapangan tersebut harus lebih
ditingkatkan lagi kuotanya agar sebagian besar pelaku UMKM di Kota
tanjungpinang bisa memperoleh bantuan tersebut dan juga dan sisi penyediaan
sarana pendukung usaha selain dalam bentuk bantuan gerobak juga bisa ditambah
dengan penyediaan tempat usaha yang memadai.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the implementation of business
supporting system development program for micro small and medium sized
enterprises (MSMEs) undertaken by the city Government of Tanjungpinang . In
terms research methodology, this study are qualitative and quantitative approach.
As for the primary data , sample selection method used is a multistage probability
sampling tecnique the number of samples taker are as many as 100 ( one
hundred) small madium and micro entrepreneurs where sampling ins done in
proportion small madium and micro entrepreneurs, that have ot have not received
assistance programs.

The analysis used in this study is descriptive | in' nature analysis,
importance-performance analysis and Wilcoxon analysis \Based on the evaluation
of the process of receiving assistance program business /support systems for
micro- small and medium businesses that need the\atlention of the government
Tanjungpinang of importance-performance analysis-results of the effectiveness of
the assistants , the process of reporting { jnonitoring and evaluation , the
effectiveness of mentoring , and support/to rell’whereas the other factors that
have been very satisfactory implementatior.of the govermnment bureaucracy .
Results of evaluation of the impaci-did program providing business support
system for small and medium microrenterprises by using the Wilcoxon test the
program significantly affect thé qverage turnover per month , the average profit
per month , the average venture capital and the average number of workers . The
increase in turnover per.month after the program was 15.6! % , an increase in
profit per month at 59.47.% , an increase in the number of venture capital
amounted to 68.82 &ssand an increase in the number of workers was 13.56 % ,
while the results of.the’strategic evaluation , forms of assistance expected by the
Small, medium, _and micro enterprises in the form of aid Tanjungpinang capital ,
aid per modalan with low interest rates and mild installment , help businesses
adequate , sustdinable funding assistance and rolling , trainirg assistance , and
support of-business promotion . This shows the development assistance programs
of business support systems for micro small and medium enterprises have beer
very apt to be rolled because the activities in the program are in accordance with
the form of aid expected by Small,medium and micro enterprises in
Tanjungpinang . In practice, the form of assistance that obtained the majority of
Small, medium and micro enterprises in the form of capital and oniy partly in the
Jform of acceptance cart ( business suppoit facilities ) , while for socialization ,
coaching , training , promotion and participation in the field school participation
can not be enjoyed by the majority of Small,medium and micro enterprises in
Tanjungpinang city , future events which can not be enjoyed by most actors such
as socialization , coaching , training , promotion and participation in the field
school participation should be further enhanced quota that most Small,medium
and micro enterprises in Tanjungpinang can obtain such assistance and also from
the supply side means of supporting business. other than in the form of aid carts
can also be coupled with the provision of adequate
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

Membicarakan masalah program kegiatan pengembangan kelompok usaha
yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah yang disingkat UKM tidaklah
mudah. Banyak istilah dan definisi yang muncul dari berbagai literatur yang ada.
Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep dan definisi yang ‘digunakan penulis
sebagai dasar teoritis dalam melakukan studi ini_‘untuk”membuat kerangka
pemikiran dan keperluan analisis. Konsep dan definisi menjadi amat penting
untuk memahami lebih lanjut mengenai karakteristik, batasan dan sifat kegiatan
tentang eksistensi suatu program pemieriritah daerah dalam inengembangkan

UMKM di Kota Tanjungpinang.

A. Kajian Teoritik

UKM merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia yang
mempunyai ‘\peranan penting dan strategis dalam pembangunan struktur
perekononiian nasional. Oleh karena itu berbagai upaya pemberdayaan perlu terus
dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. UKM adalah usaha yang
mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (asset) yang kecil dan
jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (asset) atau jumlah pekerjanya
sesuai dengan defenisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan
tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi karakteristik UKM menurut Mintzberg, Musselman

dan Hughes adalah (Situmorang, J. 2008: 15):
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1. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang memiliki rencana bisnis

2. Struktur organisasinya bersifat sederhana

3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar

4. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dan
perusahaan

5. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memiliki

6. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya

7. Kemampuan dasar serta diversifikasi pasar cenderurg terbatas

8. Margin keuntungan sangat tipis

9. Keterbatasan modal sehingga tidak matpt_meémpekerjakan manajer-manajer
profesional. Hal itu menyebabkan~kelemahan manajerial, yang meliputi
kelemahan pengorganisasian peréncanaan, pemasaran dan akuntansi.

Sesuai dengan Undang-Wndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan olehorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan ataubukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
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anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari
usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atat swasta, usaha
patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan«ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Keeily Usalia Menengah dan Usaha
Besar yang melakukan kegiatan ekonomi/di Indonesia dan berdomisili di
Indonesia.

Perlunya kita mengetahui kriteria < kriteria dari usaha UMKM menurut UU

No 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang bisa membedakannya dengan ketentuan

sebagai berikut :

A. Kriteria Usaha-Mikro yaitu :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

B. Kriteria Usaha Kecil yaitu :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuktanah dan bangunan tempat usaha, atau
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah).

C. Kriteria Usaha Menengah yaitu :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari [Rp2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai‘ dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sebagaimana dijelaskan oleh Urata (2000) dan Adiningsih (2003:3) secara
umum UKM sendiri menghadapi dua“permasalahan utama, yaitu permasalahan
finansial dan masalah nefnfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang
termasuk dalam finansialdiantaranya adalah:

- Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang
dapat diaksesoleh UKM.

- Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM.

- Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup
rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang
dikucurkan kecil.

- Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan
bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.

- Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
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- Banyak IKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen
keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan
finansial.

Sedangkan yang termasuk dalam masalah organisasi manajemen

(nonfinansial) diantaranya adalah:

- Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang
disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti~perkembangan
teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.

- Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang discbabkan oleh terbatasnya
informasi yang dapat dijangkau oleh UKM hmeéngenai pasar, selain karena
keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai
dengan keinginan pasar.

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya
untuk mengembangkan SDM.

- Kurangnya pemahainan mengenai keuangan dan akuntansi.

Sebagaittiana  dijelaskan cleh Urata (2000) dan Adiningsih (2003:4),
beberapa "hal yang ditengarai menjadi faktor penyebab permasalahan-
permasalahan diatas adalah pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang
berkaitan dengan UKM, termasuk masalah perpajakan yang belum memadai
masih terjadinya mismatch antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan
kebutuhan UKM dengan industri yang lebih besar.

Standar ISO 9001 berfokus pada penciptaan kepuasan pelanggan lewat
pengukuran yang berkelanjutan, dokumentasi, penilaian dan penyesuain. Standar
mempetlihatkan syarat bagi sistem manajemen kualitas dimana sebuah organisasi:
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(1) perlu untuk memperlihatkan keahliannya dalam penyediaan produk dan jasa
yang mampu memenuhi persyaratan pelanggan, (2) bertujuan untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan lewat aplikasi efektif pada sistem, termasuk didalamnya
proses untuk perbaikan yang berkelanjutan pada sistem dan kepastian kesesuaian
dengan persyaratan yang diajukan pelanggan (Kuncoro, 2005:292).

Untuk menghadapi perekonomian global tersebut tidak ada cara lain bagi
Indonesia kecuali melakukan upaya-upaya guna meningkatkan daya saing
ekonomi nasional. Upaya-upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi usaha-usaha
besar saja, namun harus mencakup upaya peningkatan kemampuan UMKM, agar
dapat terus berkembang dan mampu bersaing dalam era globalisasi tersebut.
Upaya untuk meningkatkan kemampuan tersebut antara lain dengan
meningkatkan kemampuan permodalan UMKM termasuk koperasi (Gopar,
2010:75).

Permasalahan utania adalah keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran.
Walaupun banyak_skim kredit khusus bagi pengusaha mikro dan kecil, sebagian
besar dari, responden terutama yang berlokasi di pedalaman/perdesaan tidak
pernah mendapatkan kredit dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Mereka tergantung sepenuhnya pada uang/tabungan mereka sendiri, uang/bantuan
dan dari saudara/kenalan atau dari sumber-sumber informal untuk mendanai
kegiatan produksi mereka. Alasannya beragam; tidak permah dengar atau
menyadari adanya skim khusus tersebut, ada yang pernah mencoba tetapi ditolak
karena usahanya dianggap tidak layak untuk didanai atau mengundurkan diri

~ karena ruwetnya prosedur administrasi, atau tidak mampu memenuhi persyaratan
termasuk penyediaan jaminan, atau ada banyak pengusaha kecil yang dari
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awalnya memang tidak berkeinginan meminjam dari lembaga keuangan formal

(Tambunan, 2010:2).

Penciptaan iklim usaha yang seluas-luasnya bagi UKM untuk dapat
menjalankan kegiatan usaha dan aspek terpenting dari penciptaan iklim ini adalah
terjaminnya “level playing filed” bagi semua pihak. Aspek ini meliputi
penyempurnaan sistem perundang-undangan dan kebijakan sektoral, dan perlu
mendapat dukungan peraturan daerah, penyederhanaan perijinan,(pelayanan satu
atap) dan upaya penegakan hokum, penciptaan iklim\ usaha juga menuntut
peningkatan kemampuan aparatur pemerintah agar’ mampu berperan sebagai
fasilitator bagi UKM (Soetrisno, 2000:6).

Sukamdani dan Kadarisman (2007:177-178) mengemukakan enam faktor
strategis yang diperlukan sebagai pendukung agar dunia usaha kita sehat dan kuat.
Ke enam faktor tersebut meliputi:

1. Perlunya pemerintali menjalankan good governance.

2. Perlunya pemerintali‘memiliki visi dan misi berdasarkan prinsip pasar (yang
terbuka) dan.demokrasi (berkeadilan sosial).

3. Perlu adanya kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha yang didasarkan pada
rumusan misi dan tujuan serta program yang jelas dan dilaksanakan secara
konsisten dan tegas selama kurun waktu tertentu sesuai dengan yang
diperlukan untuk mengimplementasikan program secara tuntas.

4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara konsisten sebagai
wirausaha

5. Tersedianya organisasi bisnis yang profesional dan didukung oleh banyak
kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang handal.
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6. Tersedianya media cetak dan elektronik yang proaktif dalam memberikan
informasi, analisis bisnis serta kajian kecenderungan bisnis untuk masa depan

baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.

B. Jenis-Jenis UKM
Secara umum UKM bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang

perindustrian dan bidang perdagangan barang dan jasa. Menarut’Keppres No. 127

Tahun 2001, adapun bidang/ jenis usaha yang terbuka bagi usabha kecil dan

menengah di bidang industri dan perdagangan addlah:

1. Industri makanan dan minuman olahan{yang/melakukan pengawetan dengan
proses pengasinan, penggaramat, -pemianisan, pengasapan, pengeringan,
perebusan, penggorengan dan‘ferraentasi dengan cara-cara tradisional.

2. Industri penyempurnaar bebang dari serat alam maupun serat buatan menjadi
benang bermotif/celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh
tangan.

3. Industri ‘tekstil meliputi pertenunan, perajutan, pembatikan, dan pembordiran
yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATBM, atau alat yang digerakkan tangan
termasuk batik, peci, kopiah, dsb.

4. Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan yang terdiri dari:

a. Bahan bangunan atau rumah tangga, bambu, nipah, sirap, arang, sabut.
b. Bahan industri: getah-getahan, kulit kayu, sutra alam, gambir.
5. Industri perkakas tangan yang diperoses secara manual atau semi mekanik

untuk pertukangan dan pemotongan.
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6. Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan
lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen dan pengolahan, kecuali
cangkul dan sekop.

7. Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir maupun yang tidak diglasir
untuk keperluan rumah tangga.

8. Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal
dibawah 30 GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang\dikerjakan secara
manual atau semi otomatis.

9. Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khdsanali budaya daerah, nilai seni
yang menggunakan bahan baku alamizh ‘ma0pun imitasi dan Perdagangan

dengan skala kecil dan informasi.

C. Landasan Hukum UKM

Adapun yang menjadi latidasan hukum UKM adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha-industri ataupun perdagangan di Indonesia diatur oleh UU No.
1 Tahuri\1985.

2. Untuk usaha kecil industri diatur oleh UU No. 9 Tahun 1995.

3. Bentuk badan Hukum Usaha Industri dan perdagangan diatur dalam UU No. 1
Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas.

4. Perijinan usaha kecil dan menengah dan besar khusus industri tertuang dalam
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan tanda dafiar

industri.
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5. Tata cara perijinan usaha perdagangan (SIUP) diatur dalam Surat Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 591/MPP/Kep/99 tentang tata cara
pemberian surat izin usaha perdagangan (STUP).

6. Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

D. Karakteristik UMKM
Beberapa karakteristik utama dari pelaku UMKM yaitu

1. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jurnlah usaha besar) berbeda
dengan usaha besar dan menengah, usaha sikro Kecil, menengah terscbar
diseluruh pelosok perdesaan, termasuk valayah<wilayah yang relatif terisolasi.
Karena itu kelompok usaha ini mémpunyai signifikansi “lokal” yang khusus
untuk ekonomi perdesaan. Dengan kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi
perdesaan sangat ditentukait ol¢h kemajuan pembangunan UMKM nya

2. Karena sangat padats karya, UMKM mempunyai potensi pertumbuhan
kesempatan ‘ketja Sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan
sebagai ‘elemen penting dari kebijakan nasional untuk meningkatkan
kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan terutama bagi masyarakat
miskin.

3. Kegiatan produksi dari kelompok usaha ini pada umumnya berbasi pertanian,
karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga
merupakan cara tak langsung namun efektip untuk mendukung pembangunan
dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.

4. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan

dengan teknologi-teknologi canggih yang umumnya dipakai olch oleh usaha
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besar) terhadap proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada,
yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang
melimpah.

5. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan banyak UMKM bisa bertahan
pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar tahun 1997/1998. Karena itu
kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki
fungsi sebagai basis bagi pengembangan usaha lebih besar.

6. UMKM bisa menjadi titik awal bagi mobilisasi tabungan/investasi perdesaan,
sementara pada waktu yang sama, kelompok usaha ini’ dapat berfungsi sebagai
tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirusaha orang-orang
perdesaan.

7. Pada umumnya pengusaha-pengisaha UMKM membiayai sebagian besar
usaha operasi-operasi Jbisnis ~mereka dengan tabungan pribadi, ditambah
dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari para pemberi
kredit informal,| pedagang, atau pengumpul, para pemasok bahan baku dan
pembayaran-dimuka dan para konsumen.

8. Salah satu keunggulan UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang relatif
tinggi terhadap pesaingnya (usaha besar). Dalam Berry dkk (2001), kelompok
usaha UMKM dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau
pada ekonomi-ekonomi yang menghadapi perubahan kondisi pasar yang cepat,
seperti krisis ekonomi 1997/1998 yang dialami olch beberapa Negara di Asia
Tenggara, termasuk di Indonesia. (tulus Tambunan, 2012:2).

Menurut Tulus Tambunan (2012:11), apabila dilihat dari sisi pendidikan,
untuk pengusaha mikro jumlah pengusaha yang berpendidikan sekolah dasar lebih
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banyak dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. sedangkan untuk usaha kecil,
memiliki pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pengusaha mikro.

Menurut Tulus Tambunan (2012:5), UMKM bisa tumbuh sangat cepat dan
mampu bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar seperti yang
terjadi pada tahun 1997/1998.

Pendapat Tulus Tambunan (2012) dan Berry dkk (2001) yang menyatakan

bahwa usaha UMKM mampu bertahan sangat lama terhadap krisis ekonomi
1997/1998 atau pun pada saat terjadi krisis Global pada‘tahun2009.
Menurut Tulus Tambunan (2012), pada umumnya pengusaha - pengusaha UMKM
membiayai sebagian besar operasi-operasi bistitsinereka dengan tabungan pribadi,
ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari
pemberi kredit informal, pedagang atan pengumpul, para pemasok bahan baku,
dan pembayaran di muka(para konsumen. Menurut Tulus Tambunan (2012:7),
apabila dilihat dar_Sisi ‘pendidikan, untuk usaha mikro, memiliki tenaga kerja
dengan pendidikan-rendah dan dari rumah tangga miskin dengan motivasi utama
yaitu untuk _survival. sedangkan unfuk usaha Kecil, memiliki pendidikan yang
lebih baik dibandingkan dengan pengusaha mikro.

Dari sisi formalitas, usaha mikro sebagian besar beroperasi disektor
informal, usaha tidak terdaftar dan tidak jarang bayar pajak. usaha kecil, beberapa
beroperasi disektor formal, beberapa tidak terdaftar dan juga sedikit yang bayar
pajak. Dari sisi kesempatan kerja, usaha mikro kebanyakan menggunakan
anggota-anggota keluarga tidak dibayar, usaha kecil beberapa menggunakan
tenaga kerja yang digaji dan usaha menengah, semuanya memakai tenaga kerja

digaji dan memiliki sistem perekrutan formal.
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Untuk orientasi pasar, usaha mikro umumnya menjual ke pasar lokal untuk
kelompok berpendapatan rendah, usaha kecil banyak yang menjual ke pasar
domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas sedangkan untuk usha
menengsh, semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor serta

melayani kelas menengah ke atas. (Tulus Tambunan, 2012:7).

E. Beberapa permasalahan UMKM

Permodalan merupakan hambatan yang sering terjadi pada dunia usaha
kecil. Ada sejumlah persoalan umum untuk semua UMKM di Negara manapun
juga, khususnya di negara berkembang terrhasuk juga di Kota Tanjungpinang.
Hambatan tersebut diantaranya yaitu keterbatasan modal kerja maupun investasi,
kesulitan-kesulitan dalam pemasaran pemasaran , distribusi dan pengadaan bahan
baku dan input lainnya, ketérbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar
dan lainnya, keterbatasan’ pckerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah)
dan kemampuan.teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi; keterbatasan
komunikasi; biaya  tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi kompleks
khususnyadalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan
kebijakan ekonomi yang tidak jelas dan menentu arahnya (Tulus Tambunan,
2012:51).

Menurut Arif dan Wibowo (2004) dalam Budi Lenora (2008), permasalahan
yang dihadapi UKM meliputi masalah pemasaran produk, teknologi, pengelolaan
keuangan, kualitas sumber daya manusia dan permodalan. Sedangkan menurut
Sumardjo (2001) dan Yuni (2003), permasalahan yang dihadapi oleh UKM
discbabkan oleh :
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1. Posisi dalam persaingan rendah karena lemahnya informasi tentang kondisi
lingkungan yang menyangkut pemasok, peraturan/kebijakan pemerintah,
kecenderungan perubahan pasar/teknologi baru sehingga memiliki daya saing
rendah.

2. Usaha kecil sering tidak memiliki catatan mengenai usahanya sccara teratur
dan sistematis karena sering tercampur antara modal usaha dengan uang untuk
rumah tangga, sehingga kesulitan untuk memperoleh dana dari bank.

3. Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk mengakses kevbank karena tidak
adanya agunan untuk memenuhi tuntutan andit alkuntansi dari bank.

4. Keluar masuk karyawan usaha kecil degan, intensitas yang tinggi yang
disebabkan oleh rendahnya upah, ketidakjelasan masa depan, tidak adanya
jaminan sosial dan kepastian usaha; sehinpga sering ditinggalkan karyawan
yang terampil.

Jafar (2004) dan Budi Tenora (2008) juga menjelaskan, bahwa permasalahan
yang dihadapi oleh|, UKM secara umum meliputi permasalahan internal dan
eksternal. Permiasalahan tersebut antara lain :

1. Masalah Internal

a. Kurangnya Permodalan
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan
suatu unit usaha. Pada umumnya UKM merupakan suatu usaha perorangan
atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal si
pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank
atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara
administratif dan teknis yang diminta oleh bank sulit untuk dipenuhi.
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b. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha
keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi
pendidikan formal, pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh
terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk
berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya,
unit usaha tersebut sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk
meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

- ¢. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Pepeirasi Pasar Usaha kecil yang
pada umumnya usaha keluarga, mempumnyai jaringan usaha yang sangat
terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang
dihasilkan jumlahnya sangat-terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang
kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempuﬁyai jaringan, yang
sudah solid serta ‘didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau
internasional-dan promosi yang baik.

2. Masalah Eksternal
a. Iklim Usaha Yang Belum Sepenuhnya Kondusif
Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari
tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya
kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang
kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-

pengusaha besar.
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b. Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Usaha
Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka
miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan
usahanya sebagaimana yang diharapkan.
c. Implikasi Otonomi Daerah
Berlakunya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi\Daerah (sekarang
UUNo. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun<2004), kewenangan daerah
mempunyai otonomi untuk mengatur dap/mengurus masyarakat setempat.
Perubahan sistem ini akan mengalami iniplikasi terhadap pelaku bisnis kecil
dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM.
Jika kondisi ini tidak segéra\dibeénahi maka akan menurunkan daya saing
UKM. Disamping (tus Semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang
menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk
mengembangkan usahanya di daerah tersebut.
c. Implikasi Perdagangan Bebas
Telah kita ketahui bahwa AFTA yang berlaku tahun 2003 dan APEC tahun
2020, berimplikasi luas terhadap UKM untuk bersaing dalam perdagangan
bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses
produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang
sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu
kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000) dan isu Hak Asasi Marusia
(HAM) serta isu ketenagakerjaaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair
oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu
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maka diharapkan UKM, perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik
secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan.
e. Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek
Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri/karakteristik sebagai
produk-produk fasion dan kerajinan dengan waktu yang pendek.
f. Terbatasnya Akses Pasar
Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan preduk)yang dihasilkan tidak
dapat dipasarkan secara kompetitif baik di)pasar nasional maupun pasar
internasional
Iwantono (2006) dan Budi Lénora (2008) juga mengemukakan tentang
permasalahan UKM di Indonesia yang sangat bervariasi. Permasalahan tersebut
meliputi :

1. Akses pasar. Pada’ umumnya UKM tidak memiliki pengetahuan yang memadai
mengenai pasar, Mereka tidak memahami dan tidak memiliki informasi tentang
pasar potensial atas barang dan jasa yang dihasilkan. Selain itu, pelaku UKM
juga tidak memahami sifat dan perilaku konsumen pembeli hasil produksinya
dan juga sering gagal bertransaksi dalam kegiatan ekspor karena tidak terbiasa
dengan praktek-praktek bisnis internasional.

2. Kelemahan dalam pendanaan dan akses pada sumber pembiayaan. Hal ini
dikarenakan oleh adanya keterbatasan UKM dalam penyediaan dukungan
keuangan yang bersumber dari internal usaha. Selain itu, sumber-sumber
keuangan eksternal baik yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun

lembaga keuangan non-bank, masih belum sepenuhnya berpihak pada UKM.
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Ketersediaan dana melalui berbagai kredit masih terbatas, prosedurperolehan
yang rumit dan persyaratan yang cukup membebani seperti persyaratan
administratif dan penjaminan.

3. Kelemahan dalam organisasi dan manajemen. Dalam hal ini, sumber daya
manusia yang dimiliki UKM sebagian besar memiliki latar belakang
pendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan manajemen dan bisnis yang
memadai. Hal tersebut mengakibatkan para pelaku UKM akan mengalami
kesulitan untuk berinteraksi dan bersaing dengan .pelaku bisnis lainnya yang
memiliki keterampilan menajemen modern.

4. Kelemahan dalam kapasitas dan penguasan teknologi. Para pelaku UKM
mengalami kesulitan dalam menghasilkan produk yang selalu dapat mengikuti
perubahan permintaan pasar,|/schingga barang-barang yang dihasilkan
umumnya konvensial,/kurang mengikuti perubahan model, desain baru,
pengembangan prcdak “dan bahkan mereka tidak menyadari pentingnya
mempertahankan hak paten.

5. Kelemahan dalam jaringan usaha. Networking atau jaringan bisnis merupakan
unsur baru keunggulan bersaing dan penetrasi pasar. Kualitas SDM yang masih
rendah dalam penguasaan teknologi informasi, mengakibatkan UKM pada
umumnya belum mampu membangun jaringan bisnis dan memanfaatkan
kemajuan dalam teknologi informasij. Cara-cara pemasaran maupun pengadaan
bahan baku masih terbatas pada cara-cara konvensional menyebabkan mereka
tidak mampu memanfaatkan potensi pasar melalui pengembangan jaringan

usaha.
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F. Pengembangan UMKM
Menurut Partomo dan Soejoedono (2004) dan Budi Lenora (2006), strategi
bisnis untuk mempertahankan dan mengembangkan UKM adalah sebagai berikut :

1. Perlu dipelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri, definisi/pengertian kelemahan-
kelemahan, potensi-potensi yang tersedia serta perundang-perundangan yang
mengatur tentang UKM.

2. Diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-ingvas) dalam mengelola
UKM secara berdampingan dengan usaha-usaha besar.

3. Secara vertikal dalam sistem gugus usaha, UKM bisa menjadikan diri sebagai
komplemen-komplemen usaha bagi _indastri” perusahaan produsen utama
diperlukan suatu strategi UKM ufituk menjalin kerja komplementer dengan
usaha-usaha besar.

4. Kerjasama bisa berbentk koperasi dan secara bersama-sama beroperasi masuk
(entry) dalam usahadtertéentu. Di Indonesia, kemitraan usaha yang berbentuk
koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintah
menganggap perlu membentuk departemen khusus untuk menangani UKM dan
Koperasi. Jafar (2004) dan Budi Lenora (2008) menyatakan bahwa, UKM pada
hakekainya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan
masyarakat.

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, maka perlu

diupayakan hal - hal sebagai berikut :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
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Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain
dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta
penyederhanaan prosedur perijinan usaha.

2. Bantuan Permodalan
Pemerintah perlu memperluas sistim kredit khusus dengan syarat-syarat yang
tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya,
baik itu melalui sektor jasa finansial informal, skema penjamitian, leasing dan
dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM, sebaiknya menggunakan
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang adasmaupin non bank. Perlu untuk
dilakukan sekarang ini adalah bagaimana méndorong LKM ini berjalan dengan
baik, karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi
operasionalnya.

3. Perlindungan Usaha
Jenis-janis usahatertenti, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan
golongan -usaha, ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari
pemerintah.” Perlindungan tersebut dapat berupa undang - undang maupun
peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win
solution).

4. Pengembangan Kemitraan
Perlu dikembangkan kemiiraan yang saling membantu antara UKM, atau antara
UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri untuk
menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk

memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan
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demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku
bisnis lainnnya, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

5. Pelatihan
Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek
kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta
keterampilannya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk
menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekan teori melalui
pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk Lembaga Khusus
Perlu dibentuk lembaga yang _Kkhusus” bertanggungjawab dalam
mengkoordinasikan semua kegiatan ~yang berkaitan dengan upaya
menumbuhkembangan UKM-dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam
rangka mengatasi permgdsalaban baik internal maupun eksternal yang dihadapi
oleh UKM.

7. Memantapkan.Asosiasi
Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara
lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan
untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan Promosi
Guna mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar
diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang
dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan ralk show antara asosiasi dengan

mitra usahanya.
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9. Mengembangkan Kerjasama Yang Setara
Perlu adanya kerja sama atau kooordinasi yang serasi antara pemerintah dengan
dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang

terkait dengan perkembangan usaha.

G. Beberapa Definisi Mengenai Evaluasi

Dalam menganalisis kebijakan, evaluasi mempunyai arti\yang berhubungan,
masing — masing menunjuk pada aplikasi beberapa, skala nilai terhadap hasil
kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi‘dapat disamakan dengan
penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata
— kata yang menyatakan usaha untuik menganalisis hasil kebijakan dalam arti
satuan nilainya. Dalam arti yang” lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan
produksi informasi mengépai ‘nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil
kebijakan pada kenyataanya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut
memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal in dapat dikatakan
bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna,
yang berarti bahwa masalah — masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Dunn,
(2000).

Jones (1996:25) mengemukakan bahwa : “evaluation is an activity which
can contribute greatly to the understanding and improvement of policy
development and impelementation” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat
menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu

penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya).
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Anderson (1984:7) mengatakan bahwa : “policy evaluation, as a functional
activity, is as old as policy itself. Policy — makers and administrator have always
made judgments concerning the worth or effects of particular policies, programs,
and projects” (evaluasi kebijakan, sebagai suatu kegiatan fungsional, adalah
suatu kebijakan itu sendiri. Pengambil-pengambil kebijakan dan administrator-
administrator senantiasa membuat penilaian terhadap keberhasilan atau terhadap
dampak dari kebijakan-kebijakan khusus, program-program ‘dan proyek-proyek
yang dilakukan itu).

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing - masing
menunjuk pada aplikasi beberapa skala ‘nilai. terhadap hasil kebijakan dan
program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran
(appraisal), pemberian angka (rating)dan penilaian (assessment), kata - kata yang
menyatakan usaha untuk ménganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.
Dalam arti yang lebilnspesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi
mengenai nilai. atau’‘manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada
kenyataannya-mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan
pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau
program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa
masalah - masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Untuk keperluan jangka
panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (sustairnable) suatu program,
evaluasi sangat diperlukan. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke depan akan
lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut ini diberikan

beberapa argumen perlunya evaluasi :
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1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh
suatu kebijakan mencapai tujuannya.

2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat
tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil
atan gagal.

3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja
suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan ‘mengambil manfaat dari
kebijakan dan program pemerintah.

4. Menunjukkan pada yang berkepentingaf snanfaat suatu kebijakan. Apabila
tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholders,
terutama kelompok sasaran tidak ‘mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah
kebijakan atau program,

5. Agar tidak mengulaiigi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi
kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan
kebijakdn~yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Sebalikdya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang
lebih baik.

Jones (1977) dan Tangkilisan (2003: 25) mengemukakan bahwa evaluasi
suatu kebijakan publik berarti dilakukan peninjauan ulang untuk mendapatkan
perbaikan dari dampak yang tidak diinginkan. Selanjutnya Ripley (1975) dan
Tangkilisan (2003: 26) mengemukakan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap
suatu tindakan kebijakan sesungguhnya merupakan evaluasi terhadap proses

implementasinya; kemudian bagaimana kepatuhan dari kelompok - kelompok
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ketika proses implementasi berlangsung; dan terakhir bagaimana prospek ke
depan dari dampak kebijakan tersebut.

Melihat pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi
kebijakan adalah tahapan yang dilakukan setelah kebijakan publik tersebut
diimplementasikan dimana hal ini tentunya dalam rangka menguji tingkat
kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Menurut Wirawan (2011:7-8), evaluasi merupakan ‘suatu riset untuk
mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi” yang bermanfaat
mengenai objek evaluasi, menilainya dengan, membandingkannya dengan
indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan
mengenai objek evaluasi. Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi yang

bermanfaat mengenai objek evaluasi

H. Jenis Evaluasi

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi,_kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu
kebijakan. Menurut Abidin (2004: 215), evaluasi secara lengkap mengandung tiga
pengertian : Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat
sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation); Evaluasi dalam proses pelaksanaan
atau monitoring; Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses
pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation).

Pentingnya evaluasi awal dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan
karena setelah rumusan draft kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasakan ada
keperluan untuk melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dan

masyarakat. Contoh yang paling jelas dapat dilihat dalam proses pembuatan
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sebuah Undang-Undang. Bersamaan dengan proses pelaksanaan ada kegiatan
penilaian yang disebut monitoring. Sekalipun kedua proses itu berjalan
bersamaan, monitoring tidak boleh sampai mengganggu proses pelaksanaan.
Bahkan monitoring diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
Dengan monitoring diharapkan, setiap kekeliruan atau ketidakcocokan yang
terjadi sebagat akibat dan kekurangan informasi pada saat formulasi kebijakan
atau karena ada perubahan-perubahan yang tak terduga di lapangan, segera dapat
diperbaiki dan disesuaikan. Dengan demikian kekeliruan tidak berlarut-larut
sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kegdgalan. Dengan menggunakan
istilah engineering, kelemahan yang diidéntifikasi melalui monitoring adalah
kesalahan pelaksanaan dari manusia~atau /#uman error, karena asumsi yang
dipakai disini adalah, rencana.atau kebijakan yang telah dirumuskan sempurna
atau perfect sifatnya. Dengan-kata lain, monitoring tidak bertujuan untuk
mengubah kebijakany tetapi hanya mengadakan penyesuaian.

Monitoring. \difujukan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan
sesuai dengan-target yang direncanakan. Informasi yang dihasilkan berkenaan
dengan keiemahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan sehingga tidak dapat
mencapai target output dari suatu kebijakan. Apakah tujuan yang dirumuskan
memberi hasil akhir atau outcomes yang terbaik, tidak menjadi fokus monitoring.
Monitoring berakhir pada saat target oufputs tercapai. Penilaian didasarkan pada
efisiensi dan ketepatan (appropriate) dalam pemanfaatan keseluruhan faktor
pendukung (supporting factors) yang ada dalam proses pelaksanaan.

Sesudah pelaksanaan ada evaluasi akhir atau ex-post evaluation. Evaluasi
akhir ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara
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menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang berasal dari kelemahan strategi

kebijakan sendiri maupun karena kelemahan dalam pelaksanaan. Tujuan dari

evaluasi akhir adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan. Maka

itu fokusnya tidak hanya pada suatu tahap dalam proses kebijakan, tetapi pada

keseluruhan proses. Karena itu, obyek yang diidentifikasi bukan sekedar

kegagalan, melainkan juga keberhasilan. Kegagalan menjadi sasaran untuk

diperbaiki, sementara keberhasilan menjadi contoh untuk dikembangkan. Menurut

Abidin (2004: 217), informasi yang dihasilkan dari_evaluasi merupakan nilai

(values) yang antara lain berkenaan dengan:

1. Efisiensi (efficiency), yakni perbandingan” antara hasil dengan biaya, atau
(hasil/biaya).

2. Keuntungan (profitability), yaitu/selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil-
biaya).

3. Efektif (effectivemess), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan
biaya.

4. Keadilan\(eguity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil
(manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan).

5. Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan
sebagainya.

6. Manfaat tambahan (marginal rate of return), yaitu tambahan hasil banding
biaya atau pengorbanan (change-in-benefits/change-in-cost).

William N.Dunn dan Abidin (2004: 218), menunjuk pada perbedaan fungsi
antara monitoring atau evaluasi dalam proses pelaksanaan dengan evaluasi kinerja
atau evaluasi sesudah pelaksanaan. William N. Dunn mengemukakan bahwa
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monitoring ditujukan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam

proses pelaksanaan, bagaimana terjadinya dan mengapa, “What happened, how

and why 7 ”Sementara evaluasi akhir menjawab persoalan tentang perubahan-

perubahan apa yang telah terjadi, “whar differences does it make ?”. Jelasnya, di

sini terdapat perbedaan fungsi di antara kedua jenis evaluasi tersebut.Sebagai

konsekuensi dari perbedaan fungsi ini terdapat perbedaan pada informasi yang
dihasilkan. Monitoring, menurut Dunn, menghasilkan informasi yang sifatnya
empiris, berdasarkan fakta-fakta yang ada (designative' claims), sementara
evaluasi akhir menghasilkan informasi yang bersifat penilaian (values) dalam
memenuhi kebutuhan, peluang dan/atau memecabkan permasalahan. Lebih lanjut

Tangkilisan (2003: 26) menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan

publik, secara umum ada tiga/aspek yang diharapkan dari seorang analis atau

evaluator kebijakan, yaitu/

1. Aspek perumusan “kebijakan, dimana analis atau evaluator berupaya untuk
menemukanjawaban bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan dirumuskan.

2. Aspeks ‘umiplementasi kebijakan, dimana analis atau evaluator berupaya
mencarijawaban bagaimana kebijakan itu dilakukan.

3. Aspek evaluasi dimana anaiis atau evaluator berusaha untuk mengetahui apa
dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang
diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan.

Dengan mengkaji ketiga aspek tersebut di atas, maka studi evaluasi
mempunyai cakupan yang sangat luas karena merupakan kegiatan yang bersifat
fungsional dan mencakup seluruh proses kebijakan publik. Penentuan aspek
evaluasi menjadi sangat penting dan strategis dikarenakan tahap ini merupakan
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tonggak dari tipe evaluasi yang akan dilakukan oleh analis. Evaluasi dilakukan

dengan memenuhi syarat obyektifitas dalam pengukuran terutama terhadap tujuan

dari tindakan kebijakannya.

Berbicara mengenai jenis atau tipe kebijakan, Heath (1997) dan Tangkilisan
(2003: 27) membedakan evaluasi kebijakan publik atas tiga bagian, yaitu sebagai
berikut:

1. Tipe evaluasi proses (process evaluation), dimana evaluas dilakukan dengan
memusatkan perhatian pada pertanyaan bagaimana program dilaksanakan ?
(how did the program operate ?).

2. Tipe evaluasi dampak (impact evaludiion); dimana evaluasi ini dilakukan
untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dicapai dari program ?
(What did the program do ?),

3. Tipe evaluasi strategi/ (strategic evaluation), dimana evaluasi ini beftujuan
untuk mencari jawabdn dtas pertanyaan bagaimana program dapat dilaksanakan
secara efektif, untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat dibanding
dengan program-program lain yang ditujukan pada masalah yang sama sesuai
dengan topik mengenai kebijakan publik.

Menurut Wirawan (2011:17), setiap kebijakan harus dievaluasi untuk
menentukkan apakah kebijakan bermanfaat, dapat mencapai tujuannya,
dilaksanakan secara efisien dan untuk pertanggungjawaban pelaksanaannya.

2. Evaluasi Program

Menurut Wirawan (2011:17), Program adalah kegiatan atau aktivitas yang
dirancang untuk waktu yang tidak terbatas. semua program perlu dievaluasi untuk
menentukkan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang
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ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematik untuk mengumpulkan,
menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar
mengenai program yang ditentukan. Evaluasi Program dapat dikelompokkan
menjadi evaluasi proses (procces evaluation), evaluasi manfaat (outcome
evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation). Evaluasi proses meneliti dan
menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang
direncanakan; apakah target populasi yang direncanakan telah-dilayani. Evaluasi
ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan progiam. Evaluasi manfaat
meneliti, menilai dan menentukkan apakah )pregram telah menghasilkan
perubahan yang diharapkan.

Banyak sekali definisi mengendi evaluasi program. Tetapi dalam penelitian
ini mengacu kepada General Accounting Office, yang melakukan evaluasi
komprehensif yang salah(satu ‘yang terbaik di dunia terhadap berbagai program
pada pemerintah federal dinegara Amerika Serikat, yang mendefinisikan evaluasi
program sebagai. berikut: “A sistematic studi conducted to assess how well a
program©is\working...typically focused on achievement of program objectives.”
Kemudian Office of Management and Budget (Nuryana, 2009 dalam Pastaliza
fatma, 2012) mendefinisikan evaluasi program sebagai: “An assessment, through
objective measurement and sistematic analysis, of the manner and extent to which
Federal programs achieve intended objectives.” Dengan kata lain evaluasi
program itu adalah sebuah studi sistematik untuk menguji bagaimana sebuah
program bekerja dengan baik yang secara tiptkal fokus pada pencapaian tujuan
program. Bisa juga dikatakan bahwa evaluasi program itu adalah sebuah
pengujian melalui pengukuran objektif dan analisis sistematik, terhadap cara -
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cara dan sejauhmana program itu mencapai tujuan yang direncanakan. Evaluasi
program dapat membantu menjelaskan “Why” hasil tersebut dapat muncul.
Mengetahmt “Why” adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan “good
performance” atau memperbaiki “poor performance”. Dalam McNamara (1997-
2010) dan Pastaliza fatma (2012) bahwa dalam merancang program evaluasi ada
beberapa hal yang harus dipertimbangkan : a) Untuk apa dilakukan evaluasi; b)
Siapa respondennya; c) Jenis informasi apa yang diperlukanj d)-Dari siapa saja
informasi diperoleh; e¢) Metode apa yang digunakan‘ untuk mengumpulkan
informasi misalnya, kuesioner, wawancara, menieriksa dokumentasi, mengamati
kelompok penerima bantuan, melakukan kelompok fokus di antara kelompok
penerima bantuan atau instansi pemberi bantuan, dll; f) Kapan informasi yang
dibutuhkan harus dikumpulkan?; 'g) Apa saja sumberdaya yang tersedia untuk
mengumpulkan informasi?. L/ntuk menyusun program permberdayaan khususnya
untuk mengurangi~ keémiskinan diperlukan keterpaduan dalam pembinaan
kelompok, peningkatan keterampilan pengurus dan anggota kelompok sehingga
bantuan yang dit€rima mencapai sasaran.
3. Evaluasi Proyek

Pelaksanaan proyek perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja dan manfaat
proyek.
4. Evaluasi Material

Merupakan suatu proses evaluasi untuk mengukur sejumiah material atau

produk - produk tertentu yang digunakan dalam suatu kebijakan, proyek atau

program.
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Dalam penelitian ini akan digunakan evaluasi program khususnya program
pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah di Kota

Tanjungpinang.

I. Indikator Pengukuran Evaluasi Program

Menurut Tangkilisan (2003: 28), walaupun pengukuran evaluasi tersebut
bervariasi, secara umum evaluasi kinerja program tersebut mengacu empat
indikator pokok yaitu indikator input, process, outputs dan-outcomes. Indikator
input memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya-pendukung dan bahan -
bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan Kebijakan. Indikator input ini
dapat meliputi sumber daya manusia, uang\atau infrastruktur pendukung lainnya.
Menurut George Edwards (Tangkilisan 2003: 55), sumberdaya ini terdiri dari Staf
yang cukup dan memiliki keferampilan yang baik untuk melaksanakan berbagai
tugas dan tanggungjawabnya.dalam pekerjaan (berhubungan dengan sumber daya
manusia), informasiyang menjelaskan bagaimana para implementor melakukan
kebijakan (implementor perlu tahu apa yang harus dikerjakan ketika diberikan
petunjuk unfuk bertindak) dan bentuknya seperti data berupa peraturan pemerintah
serta fasilitas yang cukup.

Sedangkan indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah
kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada
masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau
cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Efektivitas
menurut Dunn (2000: 610) dalam pengevaluasiannya harus bisa menjawab apakah
hasil yang diinginkan telah dicapai? dimana efektivitas ini berkenaan dengan

apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai
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tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan
dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai
moneternya. Rasionalitas teknis ini maksudnya adalah karakteristik pilihan yang
bernalar yang meliputi pembandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan
masing - masing memecahkan masalah - masalah publik secara efektif.
Contohnya, kebijakan kesehatan yang efektif adalah kebijakan penyediaan
pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan
kesehatan adalah hasil yang bernilai (tujuan). Sedangkan efisiensi adalah
berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan‘untuk menghasilkan tingkat
efektivitas tertentu. Dalam pengevaluasiadinya, menurut Dunn, -efisiensi
hendaknya bisa menjawab pertanyaan seberapa banyak usaha yang diperlukan
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini efektivitas dan efisiensi
saling berkaitan erat satu”dengan yang lain. Efektivitas lebih melihat kepada
hasil/tujuan yang hendak dicapai sedangkan efisiensi melihat kepada berbagai
usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara indikator
outputs (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat
dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya
berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin
yang sudah terkover dalam kebijakan tertentu, demikian seterusnya. Dan terakhir
indikator outcomes (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang
diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Perlu diketahui
apakah tujuan yang dirumuskan memberi hasil akhir atau outcomes yang terbaik,
tidak menjadi fokus dari evaluasi dalam proses pelaksanaan kebijakan
(monitoring). Monitoring berakhir pada saat target outputs tercapai. Penilaian
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didasarkan pada efisiensi dan ketepatan (appropriate) dalam pemanfaatan
keseluruhan faktor pendukung (supporting factors) yang ada dalam proses
pelaksanaan.

Menurut Wirawan (2011:19-21), Kegiatan evaluasi biasa dibedakan menurut
fokusnya yaitu assessment kebutuhan program (programneed assessment),
evaluasi proses program (process program evaluation), evaluasi keluaran program
(outcome program evaluation) dan evaluasi efisiensi (program efficiency

evaluation)

J. Penilaian Kebutuban
Penilaian kebutuhan (need assessment)’ adalah mengidentifkasi dan
mengukur level kebutuhan yang diperlakan dan diinginkan oleh suatu organisasi
atau masyarakat. Asesmen kébutuhan perlu dilakukan sebelum merencanakan
suatu kebijakan, program Satau proyek. Evaluator mengidentifkasi dan
mendefiniskan kebituhan masyarakat dan mengumpulkan sejumlah alternatif
untuk memenuhi kébutuhan tersebut. Dari sejumlah alternatif yang diidentifikasi
evaluator memnilih salah satu alternatif terbaik yang merupakan inti dari rencana
program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
a. Evaluasi proses
Evaluasi ini dimulaj ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang
dinilai antara lain layanan dari program; pelaksanaan pelayanan; pemangku
kepentingan yang dilayani; sumber-sumber yang dipergunakan; pelaksanaan
program dibandingkan yang diharapkan dalam rencana; dan kinerja
pelaksanaan program.

b. Evaluasi keluaran
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Merupakan evaluasi sumatif (summative evaluation) yang mengukur dan

menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. Data yang dijaring

antara lain mengenai:

1. Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang direncanakan

2. Jumlah dan jenis orang yang dilayant

3. Pengaruh dan akibat dari program terhadap orang/objek yang mendapatkan
layanan.

4. Mengidentifikasi apa yang hars dilakukan agar pengaruh program dapat
berlangsung terus menerus.

c. Evaluasi Efisiensi

Suatu kebijakan, program atau proyek hanya dapat dilaksanakan dengan baik

jika didukung oleh biaya aian anggaran (cost) tertentu.

Manajemen strategik ~adalah” suatu proses yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas keputusan - keputusan

dan tindakan.- tindakan dalam suatu organisasi publik atau organisasi berkaitan

dengan " petlunya pencrapan strategi. Manajemen strategik senantiasa

diperlukan oleh suatu organisasi publik, dalam hal ini adalah untuk memastikan

bahwa tujuan-tujuan organisasi akan dapat dicapai secara tepat waktu dan tepat

sasaran (Nugraha, 2009;1.2). Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh

pemerintah untuk membantu mengurangi beban perekonomian rakyat setidak -

tidaknya meliputi tiga langkah berikut; pertama meningkatkan efesiensi sektor

negara dengan penekanan khusus penanggulangan korupsi, kolusi yang dimulai

dari atas, kedua meningkatkan alokasi anggaran negara dan daerah untuk
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menciptakan proyek - proyek padat karya, ketiga melanjutkan reformasi
ekonomi Indonesia dengan reformasi politik (Baswir, 1999:187).

Chandler (1962) dan Rangkuti (2009;4), menyebutkan bahwa, “strategi
adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan
alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”.
Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep - konsep lain yang
berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun.Konsep - konsep
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Distinctive competence; tindakan yang dilakukan cleh perusahaan agar dapat
melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.

b. Competitive advantage; kegiatan spesifik-yang dikembangkan oleh perusahaan
agar lebih unggul dibandingkan detigan pesaingnya.

Perencanaan adalah/proses” memutuskan tujuan - tujuan apa yang akan
dikejar selama suatu-jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar
tujuan - tujuan.itu, dapat tercapai (Terry, 2008:43). Jika demikian halnya maka
proses peréficaraan itu hanya mungkin dijalankan dengan baik apabila
administrasi dan manajemen sebelum menjalankan fungsi perencanaan itu
mengumpulkan data - data dan fakta - fakta selengkap mungkin. Data - data yang
dikumpulkan perlu dianalisis dan dihubungkan dengan situasi yang dihadapi dan
mungkin akan dihadapi dimasa depan, baik situasi politik, sosial maupun
keamanan dan terutama yang bersifat ekonomi (Siagian, 2008:89).

Perencanaan ekonomi bisa diartikan dengan suatu usaha pemerintah yang
sungguh - sungguh untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam
jangka panjang dan untuk mempengaruhi secara langsung dan dalam beberapa
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hal, bahkan mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel ekonomi yang
penting dari satu negara (penghasilan, konsumsi, lapangan kerja, investasi,
tabungan, ekspor, impor dan lain-lain) dalam rangka usaha untuk mencapai
sekumpulan keputusan pendahuluan mengenai tujuan - tujuan pembangunan.
Suvatu rencana ekonomi hanyalah merupakan serangkaian target ekonomi
kuantitatif tertentu yang harus dicapai dalam satu jangka waktu tertentu. Rencana-
rencana ekonomi bisa bersifat komprehensif (meliputi keseluruban) atau bisa juga
hanya bersifat sebagian - sebagian/partial. Rencana yang komprehensif targetnya
meliputi semua aspek-aspek penting yang menyangkut perekonomian nasional.
Rencana yang sebagian - sebagian/partial hanya. meliputi sebagian dari ekonomi
nasional umpama, bidang verindustrian, pertanian, sektor pemerintah, sektor
swasta asing dan sebagainya ,Akhitnya, proses perencanaan itu sendiri bisa
diartikan sebagai suatu latihan\bagi pemerintah, pertama untuk memilih tujuan -
tujuan sosial, kemudian’ mienyusun berbagai target, dan terakhir mengorganisir
suatu kerangka-kerja untuk diimplementasi, dikoordinasi dan memonitor rencana
pembangunanitersebut (Todaro, 1983:164-165).

Empat unsur pembangunan sebagaimana dijelaskan oleh Samuelson
(1985:554), unsure - unsur pertumbuhan dinegara berkembang pun sebenamya
tidak berbeda, yang berbeda hanya kebutuhan dan tingkat kelangkaan factor -
faktor produksi. Mesin kemajuan ekonomi bergerak diatas empat roda, yaitu:

- Sumber daya manusia (ketersediaan tenaga kerja, pendidikan, disiplin,
motivasi dan lain-lain).

- Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, iklim dan lain-lain).

- Pembentukan modal (mesin - mesin, pabrik, jalan raya dan lain-lain).
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- Tingkat teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen kewiraswataan dan lain-
lain).

Pemerintah Daerah merupakan aktor penting dalam pemberdayaan
masyarakat mengingat peranannya yang dibutuhkan dalam mengatasi kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait ketersediaan
sumber daya yang dibutuhkan serta dalam menciptakan situasi yang kondusif
untuk pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat.| Namun demikian,
terdapat sejumlah masalah menyangkut keberadaan dan\peran dari Pemerintah
Daerah ini yang berakar dari masalah birokrasi, Seria’ mekanisme standarisasi
(prosedur) yang ada (Prasojo, 2007:5.15).

Fenomena birokrasi telah mendominasi pembicaraan mengenai organisasi,
administrasi dan manajemen. Padahal, ketika Weber muncul pertama kali dengan
tipe ideal birokrasinya sama sekali tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa
inilah bentuk organisasi yang paling tepat untuk kegiatan bersama manusia.
Sebagaimana dijelaskan Miftah Thoha (1991) dan Sundarso (2007:2.6), tulisan
tentang birokrasi Weber ini baru muncul di tahun 1921 ketika terbit buku
Witcheraft ‘'und Gesselschaft. Menurut Martin Albrow, Weber tidak pernah
menggunakan istilah “birokrasi” dalam tulisannya. Istilah itu digunakan Vincent
de Gournay ketika menguraikan sistem pemerintahan Prusia di tahun 1745.

Masyarakat sudah terkondisi mempersepsikan birokrasi sebagai sesuatu
yang negatif. Birokrasi identik dengan peraturan berbelit - belit, lamban,
mempersulit, tidak efisien, tidak adaptif, memperhatikan diri sendiri dan

sebagainya. Bagi para pelaku ekonomi, birokrasi adalah pola kerja aparat
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pemerintahan yang tidak profesional yang sering berarti biaya tambahan
(Sundarso, 2007:2.12).

Langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membantu
mengurangi beban perekonomian rakyat setidak-tidaknya meliputi tiga langkah
berikut; pertama meningkatkan efesiensi sektor negara dengan penekanan khusus
penanggulangan korupsi, kolusi yang dimulai dari atas, kedua meningkatkan
alokasi anggaran negara dan daerah untuk menciptakan proyek-proyek padat
karya, ketiga melanjutkan reformasi ekonomi Indonesia dengan reformasi politik
(Baswir, 1999:187).

Harga yang dihasilkan dari pasar bersaing sempurna (pbs) akan
mengalokasikan sumberdaya secara/optimal. Jika harga yang ada tidak sama
dengan harga yang bersangkutan,/maka arah perbatkannya adalah menuju ke
harga pbs. Fenomena kegagalan pasar bisa diindikasikan dengan harga yang lebih
tinggi dari harga pbs/(orang-akan mengatakan kemahalan), lebih rendah dari harga
pbs (terlalu murah), atau harga untuk suatu produk tidak bisa dibentuk oleh pasar.
Barang yang dimonopoli biasanya akan mahal; barang yang disubsidi biasanya
akan murgh; pasar tidak mampu memproduksi harga polusi; dan adanya
asymmetric information membuat produk menjadi overpriced, misalnya seperti
pada kasus seseorang membeli durian busuk. Jika pasar gagal membentuk harga
dengan “tepat” maka pemerintah mendapat pembenaran untuk melakukan
intervensi, yaitu membuat harga tersebut menjadi tepat. Jadi arah regulasi adalah
membuat harga menjadi tepat, sechingga harga tersebut mampu membimbing
pelaku ekonomi untuk mengalokasikan sumberdayanya secara optimal. Ingat,

fungsi harga adalah memberikan sinyal kelangkaan suatu barang kepada pelaku
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ekonomi. Jika harga ini benar seperti yang diskenariokan dalam pasar bersaing

sempurna, maka pelaku ekonomi akan mampu mengalokasikan sumberdayanya

secara efisien (Sunaryo, 2001:189).

Keberadaan berbagai organisasi dalam suatu masyarakat tidak hanya demi
kepentingan organisasi dan berbagai pihak yang berkepentingan saja, akan tetapi
juga demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kebenaran pendapat ini
terlihat pada ungkapan bahwa sectiap organisasi mempunyai ianggung jawab
sosial, Penunaian kewajiban sosial sangat mungkin tidak ‘dapat terlaksana dengan
baik apabila suatu organisasi bekerja sendirian/ Berarti kerja sama antar
organisasi sangat diperlukan, misalnya dalany bentuk penggabungan sumber,
penyatuan gerak langkah dan kesaniaan tindakan. Dengan kata lain diperlukan
pembentukan jaringan kemitrdan'\{nefworking) (Siagian, 2007:260).

Sebagaimana dijelaskan oleh Urata (2000) dan Adiningsih (2003:3), secara
umum UKM sendiri menghadapi dua permasalahan uiama, yaitu permasalahan
finansial dan “masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang
termasuk.dalam finansial diantaranya adalah:

- Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang
dapat diakses oleh UKM.

- Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM.

- Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup
rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang
dikucurkan kecil.

- Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan

bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
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- Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.

- Banyak IKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen
keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan
finansial.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non finansial)
diantaranya adalah:

- Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan, quality control yang
disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk,k mengikuti perkembangan
teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihian,

- Kurangnya pengetahuan akan pemasardn./yang disebabkan oleh terbatasnya
informasi yang dapat dijangkaucleh UKM mengenai pasar, selain karena
keterbatasan kemampuan UKM .untak menyediakan produk/ jasa yang sesuai
dengan keinginan pasar:

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya
untuk mengembangkan SDM.

- Kurangnyapemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Staridar ISO 9001 berfokus pada penciptaan kepuasan pelanggan lewat
pengukuran yang berkelanjutan, dokumentasi, penilaian dan penyesuain. Standar
memperlihatkan syarat bagi sistem manajemen kualitas dimana sebuah organisasi;
(1) Perlu untuk memperlihatkan keahliannya dalam penyediaan produk dan jasa
yang mampu memenuhi persyaratan pelanggan, (2) Bertujuan untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan lewat aplikasi efektif pada sistem, termasuk
didalamnya proses untuk perbaikan yang berkelanjutan pada sistem dan kepastian
kesesuaian dengan persyaratan yang diajukan pelanggan (Kuncoro, 2005:292).
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Untuk menghadapi perekonomian global tersebut tidak ada cara lain bagi
Indonesia kecuali melakukan upaya - upaya guna meningkatkan daya saing
ekonomi nasional. Upaya - upaya tersebut tidak hanya ditujukan bagi usaha -
usaha besar saja, namun harus mencakup upaya peningkatan kemampuan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar dapat terus berkembang dan mampu
bersaing dalam era globalisasi tersebut. Upaya untuk meningkatkan kemampuan
tersebut antara lain dengan meningkatkan kemampuan K permodalan UMKM
termasuk koperasi (Gopar, 2010:75).

Permasalahan utama adalah keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran.
Walaupun banyak sekali kredit khusus bagi‘pengusaha mikro dan kecil, sebagian
besar dari responden terutama yang berlokasi di pedalaman/perdesaan tidak
pernah mendapatkan kredit dar? bank-atau lembaga - lembaga keuangan lainnya.
Mereka tergantung sepenulinya, pada uang/tabungan mercka sendiri, uang/bantuan
dan dari saudara/kenalani~atau dari sumber - sumber informal untuk mendanai
kegiatan produksi mereka. Alasannya beragam; tidak pernah dengar atau
menyadari‘adanya skim khusus tersebut, ada yang pernah mencoba tetapi ditolak
karena usahanya dianggap tidak layak untuk didanai atau mengundurkan diri
karena ruwetnya prosedur administrasi, atau tidak mampu memenuhi persyaratan
termasuk penyediaan jaminan, atau ada banyak pengusaha kecil yang dari
awalnya memang tidak berkeinginan meminjam dari lembaga keuangan formal
(Tambunan, 2010:2).

Sukamdani dan Kadarisman (2007:177-178) mengemukakan enam faktor
strategis yang diperlukan sebagai pendukung agar dunia usaha kita sehat dan kuat.

Ke enam faktor tersebut meliputi:
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a. Perlunya pemerintah menjalankan good governance.

b. Perlunya pemerintah memiliki visi dan misi berdasarkan prinsip pasar (yang
terbuka) dan demokrasi (berkeadilan sosial).

¢. Perlu adanya kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha yang didasarkan pada
rumusan misi dan tujuan serta program yang jelas dan dilaksanakan secara
konsisten dan tegas selama kurun waktu tertentu sesuai dengan yang diperlukan
untuk mengimplementasikan program secara tuntas. |

d. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara” konsisten sebagai
wirausaha

e. Tersedianya organisasi bisnis yang profesional dan didukung oleh banyak
kegiatan pengkajian, penelitian dan-pengembangan yang handal.

f. Tersedianya media cetak dan 'elektronik yang proaktif dalam memberikan
informasi, analisis bisnis'serta kajian kecenderungan bisnis untuk masa depan
baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.

Hampir semua bentuk intervensi yang diketahui pernah diaplikasikan, antara
lain program=program pelatihan technical skills dan kewirausahaan, konsultasi
pemberdayaan karyawan, subsidi input, peningkatan infrastruktur, pembangunan
fasilitas publik, pembangunan sentra - sentra industri, kredit subsidi dan lainnya.
Review menunjukkan ada lebih dari 30 program-program pendampingan teknis
UMKM di Indonesia yang tersebar di beberapa departemen. Pelatihan teknis yang
dilakukan lebih difokuskan pada pelatihan kepada produsen dalam hal
pembukuan, manajemen, fechnical skills, kewirausahaan dan marketing.

Kesimpulan umum yang diperoleh adalah bahwa sebagian besar program

tersebut memberikan pengaruh yang sedikit sekali terhadap pengembangan
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UMKM. Sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan
untuk begitu banyaknya program dan dengan jumlah UMKM yang begitu besar
(Setyari, 2005:3).

Penciptaan iklim usaha yang seluas - luasnya bagi UKM untuk dapat
menjalankan kegiatan usaha dan aspek terpenting dari penciptaan iklim ini adalah
terjaminnya “level playing filed’ bagi semua pihak. Aspek ini meliputi
penyempurnaan sistem perundang - undangan dan kebijakan ‘seKtoral, dan perlu
mendapat dukungan peraturan daerah, penyederhanaan perijinan (pelayanan satu
atap) dan upaya penegakan hukum, penciptaan ikiim usaha juga menuntut
peningkatan kemampuan aparatur pemerintdh/agar mampu berperan sebagai
fasilitator bagi UKM (Soetrisno, 2000:6).

Segmen pasar adalah kelompok individu atau perusahaan yang memiliki
satu atau lebih karakteriStik, yang sama. Oleh karena itu, mereka memiliki
kebutuhan produk ydngtelatif sama. Analisis peluang pasar merupakan gambaran
dan perkiraan, ‘atas, ukuran dan potensi penjualan suatu segmen pasar yang
menarik bagi perusahaan dan penilaian tentang para pesaing utama di segmen -
segmen tersebut (Lamb, 2001:54).

Inovasi adalah suatu produk yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh
calon pengguna. Tidak jadi masalah apakah produk tersebut tergolong baru
terhadap dunia atau beberapa kategori lain yang termasuk dalam produk baru. Jika
produk ini baru bagi calon pengguna, maka hal ini merupakan inovasi dalam
konteks ini (Lamb, 2001:462).

Promosi merupakan aktifitas yang menunjang keberhasilan strategi bauran

pemasaran lainnya. Tanpa promosi keunggulan produk dapat tidak diketahui
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konsumen. Program harga diskon yang disusun perlu diperkuat dengan iklan
schingga diketahui oleh target pasar. Komponen promosi terdiri dari periklanan,
hubungan masyarakat, penjualan personal dan promosi penjualan (Wijatno
2009:191).

K. Penelitian Terdahulu

Pemberdayaan UMKM  dilakukan dengan ménumbuhkan dan
mengembangkan sektor usaha kecil. Pendekatan yang -dilakukan untuk
menumbuhkan sektor usaha kecil adalah dengan pembukaan akses — akses usaha
kecil ke pasar yang lebih luas atau introduksi usaha baru yang layak dan
menguntungkan. Sedangkan untuk mengembangkan sektor usaha kecil dilakukan
dengan memperkuat dan meningkaikan akses permodalan, manajemen usaha,
teknologi, pemasaran dan- standarisasi kualitas produk. Faktor-faktor yang
berpengaruh nyata teérhadap” pendapatan UMKM penghasil sandal adalah
penerimaan, jumlah tenaga kerja, jarak ketempat penjualan, usia, lama usaha,
pendidikan«dan\ skala usaha. Sedangkan factor-faktor yang tidak berpengarub
secara nyata” adalah jumlah mesin jahit, jumlah tanggungan, sumber modal,
pelatihan dan jenis UMKM. (Lenora B, 2008)

Menurut P. Eko Prasetyo (2008), Peran keberadaan UMKM yang paling
menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi
pengangguran). Bagi kebanyakan orang yang kreatif, inovatif, ulet dan memiliki
etos kerja tinggi, justru hal demikian menjadi lebih menarik untuk mendirikan
UMKM. Sebab, mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar bahwa usaha besar

juga dimulai dari usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang besar. Selain itu,
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terhadap kondisi pasar yang mudah berubah dengan cepat dibanding usaha besar
yang umumnya lebih birokratis. Selanjutnya, ketika mereka telah memiliki usaha
sendiri yang tangguh dan mandiri, maka masalah kemiskinan justru akan lebih
mudah diatasi, sebab masalah kemiskinan pada umumnya terjadi karena mereka
tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dan orang yang tidak punya pekerjaan
berarti tidak punya penghasilan, selanjutnya orang yang tidak berpenghasilan,
dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah kenyataan hidup.

Masalah paling utama dan pertama yang sering menjadi kendala keberadaan
UMKM adalah rendahnya pangsa pasar. Modal €tap.snasih masalah utama tetapi,
bukanlah selalu menjadi masalah yang pertarna; karena pada umumnya masalah
kekurangan modal pada UMKM lebih mudah diatasi dengan sendirinya selama
hasil produksi laku keras di pasaran’ dan sebagian dari keuntungan yang diperoleh
tersebut dapat dimasukan kembali sebagai modal yang berputar. Sebaliknya,
sekalipun modal usdha(besar dan dapat meningkatkan kapasitas produksi tetapi,
jika pangsa pasarnya terbatas, maka akan lebih dekat dengan kerugian dan
kebangkrutan.

Melihat kenyataan itu, maka kebijakan pemerintah dalam memberdayakan
UMKM melalui bantuan modal usaha tidaklah salah dan tetap harus diteruskan
dan ditingkétkan, sebab UMKM identik dengan “(Usaha Memang Kurang
Modal)”. Tetapi, sadarlah bahwa keberadaan UMKM itu beragam dan tidak
selamanya masalah utama dan pertama yang dibutuhkan oleh UMKM adalah
masalah permodalan. Bisa jadi masalah utama dan pertama yang sedang dihadapi
oleh UMKM adalah masalah terbatasnya faktor pemasaran termasuk masih
terbatasnya pangsa pasar dan rendahnyadaya saing, maka masalah inilah yang
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harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebaiknya program
kebijakan yang baik untuk diterapkan dalam pemberdayaan UMKM adalah
bersifat simultan. Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diakui
sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah,
oleh karena pertumbuhan Usaha Mikro kecil dan Menengah setiap tahun
mengalami peningkatan. Untuk mempercepat pembangunan daerah, maka
pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan pembanguman harus selalu
mengintegrasikan semua lintas pelaku, termasuk berbagaiunsur dalam pemerintah
daerah, bisnis, organisasi nirlaba dan penduduk lainnya.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar®JMKM semakin maju antara lain :

1. Promosi Inovasi

Seorang wirausaha secara”unmium mampu memanfaatkan kesempatan
untuk pengembangan /Kapasitas ekonomi dan pengalokasian sumber daya
secara efektif. Sejalan- dengan tren baru dalam pembangunan ekonomi,
wirausaha juga ‘harus mampu menghadapi kompetisi dan berinovasi,
menghasitkan pertumbuban ekonomi, pembaharuan teknologi, penciptaan
lapangan kerja dan perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sumber daya lokal harus dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan
bisnis dengan memfasilitasi pengusaha untuk mengakses informasi, ilmu
pengetahuan, teknologi, modal, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan
bagi keberhasilan bisnisnya. Lebih penting lagi, otoritas daerah harus mampu
melakukan upaya penyederhanaan proses administrasi bagi usaha pemula (new
business start-up). Sistem inovasi lokal merupakan mekanisme fundamental
untuk penguatan kapasitas inovasi ditingkat lokal.
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Adapun aktor utama dalam sistem ini meliputi pemerintah setempat,
industri, lembaga riset dan perguruan tinggi. Untuk penguatan operasi sistem
inovasi lokal, pemerintah daerah perlu mengembangkan kolaborasi antara
industri dan perguruan tinggi dengan menyediakan insentif untuk
pengembangan usaha patungan antara pengusaha daerah dan perguruan tinggi.
Pengembangan inkubator akan meningkatkan diseminasi ilmu pengetahuan
dalam sistem inovasi.

Pembentukan klaster akan mampu merangsang penumbuhan bisnis baru
dan menarik perusahaan bisnis baru dari lnar) daerah, sehingga menigkatkan
output industri dan menciptakan kesempatan/kerja baru. Melalui interaksi dan
berbagai sumber daya dalam jejafing, iriovasi dan perbaikan teknologi dapat
ditingkatkan. Dalam kaitan/ini\pemerintah daerah perlu menumbubkan iklim
usaha yang kondusif sesuai dengan kondisi lokall untuk pengembangan industrt
klaster.

2. Pengembangan SDM.

Kebijakan tenaga kerja terkait erat dengan strategi pengembangan
ekonomi dan kebijakan stabilitas sosial. Dan keberhasilan pada satu sisi suatu
kebijakan tergantung pada keberhasilan yang lain. Unsur - unsur interaksi
mempengaruhi keberhasilan kebijakan tenaga kerja meliputi seberapa baik
kebijakan itu sejalan dengan seluruh strategi pengembangan ekonomi, yang
juga harus membangun jejaring dengan layanan organisasi ekonomi dan sosial
lain, dan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi fleksibilitas

implementasinya.
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UMKM dan bisnis pemula menjadi penghela penciptaan tenaga kerja di
tingkat lokal. Penumbuhan UMKM dan bisnis pemula mempunyai andil
pending dalam penyusunan kebijakan tenaga kerja diberbagai wilayah. Agar
kebijakan UMKM dan bisnis pemula berjalan dengan baik, otoritas pemerintah
daerah harus melibatkan mereka dalam setiap proses penyusunan dan
implementasi kebijakan. Pendirian organisasi pelatihan lokal perlu koordinasi
antar pembisnis, tega ahli, dan perguruan tinggi. Masukan'dari pebisnis dapat
membantu menjamin kandungan pelatihan dapat merefieksikan keterampilan
yang sesuai dengan alam kebutuhan pasar temaga kefja. Otoritas daerah dapat
menawarkan insentif untuk mengembangkan pelatihan keterampilan, dan
mendorong partisipasi dalam peldatihan.Dalam era globalisasi, keterampilan
yang dibutuhkan pasar berubah ¢épat.

Tenaga kerja harus fleksibel mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh
karena itu sangat “penting untuk mempercepat kapasitas pekerja untuk
mempelajari-keterampilan baru, dan alih keterampilan bagi industri yang lain.

3. Dukungan Keuangan (Financial)

Pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) biasanya
diiringi dengan kebutuhan modal. UMKM yang semakin berkembang,
disebabkan karena semakin besarnya pula peluang usaha yang dapat diakses.
Dalam kondisi tersebut biasanya UMKM tidak dapat mengembangkan
usahanya lebih jauh lagi, karena kurangnya dukungan dana. Di sinilah
pentingnya lembaga pemberi modal memainkan peranannya, sekaligus

melalukan pendampingan.
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Sejumlah mekanisme dapat dilakukan sesuai dengan keragaman kondisi
yang dihadapi UMKM berkaitan dengan akses finansial. Untuk pembiayaan
usaha mikro biasanya memerlukan pengembangan lembaga keuangan mikro
dan ketersediaan kredit yang dapat diakses mereka. Lembaga keuangan mikro
bisa berbentuk bank atau non bank, termasuk koperasi. Bagi usaha pemula,
pengembangan jejaring lokal usaha malaikat (Business Angels) dapat
mengatasi sebagian masalah mereka. Lembaga jaminan ‘kredit termasuk di
tingkat lokal juga memadai untuk pasar lokal yang lebih kecil.

Tujuan pengembangan lembaga jamindn/ Kredit untuk menjamin
keamanan pembiayaan UMKM, membantu JUMKM mengatasi keterbatasan
agunan, meningkatkan minat lembaga keéuangan memberikan kredit kepada
UMKM dan mendukung lembaga” lain yang telah berusaha membantu
UMKM, sebab selamd ini, perbankan tidak kondusif dalam memberikan
pinjaman kredit, karena kredit yang mereka kucurkan selalu berdasarkan 5 C,
yakni character, capacity, capital, condition of ecconomic, and collateral.
Akibatnya ~perbankan selalu menerapkan berbagai persyaratan jaminan
keamanan kredit yang disalurkannya. Apalagi mereka juga sering kali tidak
membedakan persyaratan kredit antara usaha mikro atau kecil dengan usaha
besar. Karena itulah pemerintah mendukung peran serta lembaga keuangan lain
seperti lembaga modal ventura sebagai alternatif solusi didalam pemberdayaan
UMKM.

Keunggulan modal ventura adalah pembiayaan yang berbentuk
penyertaan modal, pola bagi hasil, dan obligasi konversi kepada UMKM dalam
jangka waktu tertentu dengan karakteristik mempunyai tingkat resiko atau
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modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai investor. Modal ventura
merupakan investasi aktif, yakni jika dipandang perlu melibatkan diri dalam
pengelolaan usaha UMKM investasi bersifat sementara dan mengharapkan
hasil atas investasi yang ditanamkan.

Dibandingkan dengan perbankan, lembaga modal ventura memiliki
beberapa kelebihan didalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah
antara lain: Pertama, lembaga modal ventura menyediakan modal seperti
halnya perbankan, tetapi dengan syarat lebih sederhanadalam aspek formal
maupun agunan karena lebih mengedepankan-kelayakan usaha. Kedua, selain
modal, pola ventura juga menyediakdn ‘pendampingan sesuai kebutuhan
UMKM, schingga dapat berjalamr lebih™ efektif bagi kedua pihak. Pola
pendampingan ini menjadi, frgdemark ventura. Pendampingan ini dapat
berbentuk pembinaan atau‘Pelatihan, konsultasi, manajemen dan perluasan
pasar bagi UMKM. Ini yang menyebabkan pola modal ventura berbeda dengan
perbankan. Faktor lain yang mendukung lembaga modal ventura menjadi
alternatif; adalah akses jaringan di seluruh Indonesia.

4. Strategi Pemasaran.

Di banyak daerah, masalah strategi pemasaran menjadi perhatian utama,
khususnya untuk produk budaya lokal. Industri budaya lokal yang tradisional
mungkin masin menggunakan metode pemasaran kadaluarsa. Ini bisa membuat
industri ini mengalami penurunan.Tetapi, upaya mengembangkan industri
budaya lokal dengan pemasaran inovatif dan modern bisa membantu meraih
kembali keuntungan pasar. Kebijakan seperti ini dapat mencegah hilangnya
nilai budaya dan sejarah karena dampak globalisasi.
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Produk dari industri budaya lokal merupakan ekspresi budaya dan seni,
yang biasanya banyak menarik bagi pembeli asing dan memiliki potensi ekspor
tinggi. Walaupun secara umum, sebagian dari industri ini adalah usaha mikro
yang kesulitan pemasaran di luar negeri. Pengembangan e-commerce
merupakan strategi yang dapat membantu memasarkan produknya keluar
negeri dengan biaya yang murah. Sebelum itu, memperkecil kesenjangan
digital perlu dilakukan dan sekaligus pembangunan infrastruktur internet.

Untuk mengatasi keterbatasan ukuran dan sumber daya, pebisnis budaya
lokal dapat menerapkan strategi pembangunan, Kerjasama, seperti kerja sama
pemasaran dengan pebisnis di industri budaya-lokal dan bisnis lain yang saling
menguntungkan. Para pasangan~bisnis” ini dapat bekerja sama untuk
membangun asostasi atau jejaring untuk mempromosikan produk.

5. Membangun Kemitraan

Pembangunan\daérah sebagian besar tergantung pada kemitraan antara
pemerintah,~pelakiu” bisnis dan lembaga non pemerintah. Kemitraan ini
memfasilitasi koordinasi dan kerja sama. Pasangan lokal dani sektor swasta
dapat membantu mengekspolitasi kesempatan daerah dalam mengembangkan
kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Kunci utama
dari kemitraan ini adalah mekanisme untuk mengatur dan mengkoordinir
secara benar sumber daya dan upaya - upaya yang berbeda dari para pelaku
yang berbeda.

Perencanaan dan implementasinya dilaksanakan sesuai dengan
kemampuan dan kekuatan masing - masing. Selama dalam proses ini penting
untuk diperhatikan, yakni membentuk jejaring kerjasama dan mengembangkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4148g;gdf

rasa saling percaya. Karena keterbatasan institusionalisasi, kemitraan untuk
pembangunan daerah kerap kurang berjalan dengan stabil. Oleh karena itu
pemerintah daerah harus memimpin di depan dalam membangun mekanisme
yang lebih stabil dan formal untuk membantu memberikan kemitraan sebagai
basis pelembagaan dan kemampuan merancang dan menerapkan rencana
pengembangan.

Konsep kemitraan untuk pembangunan daerah dekat hubungannya
dengan tanggung jawab sosial perusahaan (corperate social responsibility).
Sejalan dengan filosofi CSR, perusahaan ingin mendedikasikan dirinya untuk
membangun kemitraan lokal, memperkdat’ kapasitas lokal, perlindungan
lingkungan dan berkontribusi dafa untuk pembangunan daerah. Kesadaran
akan pentingnya CSR diantsra \para pebisnis menjadi prasyarat penting untuk
melibatkan para pebisnis, ‘dalam kemitraan untuk pengembangan daerah.
Membangun kesddadan ini merupakan bidang yang perlu menjadi perhatian
pemerintah, daerah.

Menurut Abdullah Abidir, S.E. (2005), Dalam rangka pengembangan usaha
mikro kecil dan menengah sebagai kekuatan strategi untuk mempercepat
pembagunan daerah Pertama; potensi pengembangan UMKM di daerah sangat
besar. Kedua, pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya
lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Ketiga, Sektor
UMKM ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah
dengan penyerapan tenaga kerja yang sanagat tinggi. Keempat, peranan
peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran,
akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha
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mikro. Kelima; Sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pasar dunia
yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika disain dan
strategi replikasi yang meliputi kerjasama jaringan (network) pemerintah, LSM,
lembaga swasta dan individu maupun kelompok di kelola secara efektif dalam
bentuk kemitraan.
Menurut sukesi (2012), Secara spesifik pembinaan dan pengembangan yang

perlu diperhatikan dalam bidangpemasaran bagi UKM di Kota Malang adalah
a. Memberikan bantuan tentang akses pasar dan informasi pasar
b. Mengembangkan jaringan usaha di daerah-daerali lain (luar kota atau ekspor)
¢. Membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen
d. Membantu meningkatkan mutu produk dan kualitas kemasan

Untuk membedakan penulisan “yang telah dilakukan sebelumnya dengan
penulisan yang dilakukan”saat, ini yang berjudul evaluasi keberhasilan program
pemerintah daerah dalaim mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di
Kota Tanjungpinang “study kasus program pengembangan sistem pendukung
usaha bagi iisaha mikro kecil menengah”dapat dilihat pada analisanya, yaitu untuk
penelitian’saat ini menggunakan tiga analisa dalam pendataan antara lain yang
pertama menggunakan analisis deskrptip yaitu menggambarkan persoalan —
persoalan yang sedang di hadapi. Kedua importance — performance analysis yang
bisa mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan baik terhadap koordinasi,
proses, dampak dan pelaksanaan bantuan terhadap UMKM. Dalam hal ini penulis
juga menggunakan analisis ke tiga yaitu analisis Wilcoxon yang tujuannya untuk
mengetahui sejauh mana dampak pemberian program bantuan terhadap omzet,
keuntungan, jumlah modal dan jumlah anggota sebelum dan sesudah
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mendapatkan program bantuan apakah memberikan dampak yang signifikan atau
tidak terhadap keempat unsur tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu hanya
menggunakan analisis deskriptif yang hanya menggambarkan terhadap persoalan
yang sedang dihadapi yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap
fenomena sosial tertentu.

Didalam pelaksanaan dan pembahasanya, penelitian yang dilakukan
terdahuluyang membedakan dengan penelitian saat ini yaita-.bahwa penulisan
yang dilaksanakan ini bertujuan untuk melihat tentang “karakteristik UMKM,
mengkaji proses bantuan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait
kepada pelaku UMKM yang dilihat manfaatnya. dalam efisiensi dan efektifitas
program kegiatan tersebut, melihat dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha
terhadap program pengembangan fasilifas usaha bagi UMKM yang dilaksanakan
oleh SKPD terkait, mengevaluasi strategi yang perlu dilaksanakan oleh SKPD
yang terkait atas banfuan_atau pembinaan yang diberikan kepada para pelaku
UMKM.

Dengan.tujuan tersebut, maka penulis dapat melihat keberhasilan program
kegiatan'biddang UMKM melalui program pengembangan sistem pendukung bagi
usaha kecil menengah di Kota Tanjungpinang dengan memperhatikan
permasalahan — permasalahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Permasalahan
tersebut meliputi tentang bagaimana tanggapan dari para pelaku UMKM terhadap
bantuan Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha UMKM serta
pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang baik dari sisi
proses, dampak dan evaluasi strategis ?, seberapa besar pengaruh program

bantuan tersebut terhadap pelaku usaha bagi UMKM ?, apakah Program
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pengembangan sistem pendukung bagi usaha UMKM yang dilakukan dinas
Perindustrian perdagangan dan koperasi kepada pelaku usaha di Kota
Tanjungpinang tersebut sudah berhasil dan tepat sasaran ?, kendala — kendala apa
yang dihadapi oleh UMKM dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya
SKPD terkait untuk mengembangkan usaha serta menjalankan kegiatan yang
disesuaikan dengan aturan — aturan yang ada?.

Dari permasalahan dan tujuan tersebut, maka penulis bisa mienjawab tentang
perkembangan UMKM di Kota Tanjungpinang yang akanditeliti, di analisa serta
di bahas pada bab IV.Pada penelitian sebelumfys memperhatikan tentang
pemberdayaan UMKM yaitu untuk menurbbahkan sektor usaha melalui akses
permodalan, manajemen usaha, teknologi, pemasaran dan standarisasi kualitas
produk. Melalui hal tersebut, maka dengan dilakukanya pemberdayaan tersebut
akan memperkuat perekonomian bagi pelaku usaha dan dapat melakukan aktifitas
secara berkelanjutan “ uniuk mengembangkan usahanya. Melalui penelitian
tersebut dapat dilihat tangkah ~ langkah apa yang sebaiknya dilaksanakan untuk
mengembangkan” UMKM dalam hal promosi inovasi, pengembangan SDM,
dukunganfinansial, strategi pemasaran serta bagaimaan membangun kemitraan.
Dari analisa yang didapat, maka dapat di simpulkan bahwa penelitian terdahulu
lebih membahas tentang bagaimana mengembangkan UMKM agar dapat
meningkatkan usahanya, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini adalah
mengevaluasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk
mengembangkan UMKM di Kota Tanjungpinang melalui proses pelaksanaan dan
pengaruhnya terhadap perkembangan usaha serta memberi dampak yang

dirasakan oleh pelaku usaha.
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. Process evaluation

Program
pengembangan
sistem pendukung
usaha bagi usaha
mikro kecil
menengah.

Tahap-tahap Pelaksanaan:

1. Proses seleksi,

2. Manfaat seleksi

3. Efektivitas proses pencairan
dana,

4. Efektivitas Pendampingan,

5. Penyaluran dana oleh dinas yang
ditunjuk,

6. Perguliran dana ke pihak lain,

7. Efektivitas tenaga pendamping,

8. Proses-pelaporan, monitoring dan
evaluasi,

95 Yenyaluran tepat waktu, jumlah,

tepat sebaran dan mekanisme,
10.Birokrasi pemerintah

I

a

> Impact evaluation

Pendekatan evaluasi:

A 4

Strategic evaluation

1. Pengusaha UMKM

2. Pemerintah, khususnya
Disperindagkop dan UMKM
Tanjungpinang

|

<

Jenis Bantuan:

I'Bantun permodalan,

2./Bantuan pelatihan,

3. Bantuan tempat usaha
yang memadai,

4. Bantuan dengan suku
bungan rendah dan
angsuran rendah,

5. Bantuan permodalan yang
berkelanjutan,

6. Bantuan promosi usaha

1. Analisis Deskritif
2. Analisis Wilcoxon
3. Importance-Performance

analysis

Masukan bagi  Pemerintah
sebagai penentu  kebijakan
UMKM

[

A

Gambar 1. Alur Penelitian
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BAB 11T

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metodologi penclitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan
kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam upaya memperkaya
fenomena sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk menambahkan informasi
kualitatif pada data kuantitatif (Singarimbun, 1987:10). Penelitian Kuantitatif
adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap'bagian-bagian dan fenomena
serta  hubungan-hubungannya.  Tujuad / penelitian  kuantitatif = adalah
mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau
hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah
bagian yang sentral dalam ‘penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan
hubungan yang fundaméntal antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis
dari hubungan-hubungan kuantitatif. Defenisi lain mengatakan penelitian
kuantitatifadalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif
melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang
diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan
frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

Penelitian kualitatif dikonstruksi sebagai satu strategi penelitian yang
biasanya menekankan ukuran dalam pengumpulan dan analisis data, menekankan
pendekatan induktif untuk hubungan antara teori dan penelitian, yang tekanannya
pada penempatan penciptaan teori (genmeration of theory). Oleh karena itu,
penelitian kualitiatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk
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memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik
lengkap yang dibentuk dengan kata - kata, melaporkan pandangan informan
secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Dalam metodologi
penelitian kualitatif ini berlaku logika induktif, dimana kategori muncul dari
informan ketika penelitian sedang berlangsung, bukan di identifikasi oleh peneliti
sebelum penelitian.

Menurut Marshall & Rossman dalam Sarosa (2012:2%)-mengemukakan
bahwa desain atau rancangan penelitian adalah rencana yang disusun peneliti
untuk menjawab rumusan permasalahan. Bagi peneliti‘dalam melakukan proses
penelitian, desain penelitian merupakan péta”yang digunakan untuk menjawab
permasalahan penelitian (research ,questions) yang dipengaruhi oleh filosofi
penelitian dan pendekatan yang akan dianut. Di dalam melakukan penelitian yang
berjudul Evaluasi Keberhasilan Program Pemerintah Daerah Dalam
Pengembangan UMKM™=Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Program
Pengembangan. Sistemi’ Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah),
penulis miénggunakan metodologi penelitian kualitatif dan di perkuat dengan
penelitina”kuantitatif. Penelitian Kualitatif (qualitative research) adalah suatu
penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena,
peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara
individu maupun kelompok (Sutopo dan Arief, 2010:1). Proses penelitian
kualitatif ini melibatkan upaya - upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan -
pertanyaan dan prosedur - prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para
partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema — tema yang khusus
ke tema - tema umum, dan menafsirkan makna data. Siapa pun yang terlibat
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dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandangan penelitian yang
bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan
kompleksitas suatu persoalan Creswell (2010:4-5).

Menurut Moleong (2011:4) (yang dikutip dari Bogdan dan Taylor)
mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati sedangkan Denzin dan \Lincoln (Moleong,
2011:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi
dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jadi dari
definisi tersebut diatas dapatlah disifitesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah
peneliiian yang bermaksud untuk miemahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara
bolistik (utuh) dan.dengan cara, deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiali.

Menurut  Sugiyono  (2003:14), penelitian dengan  pendekatan
naturalistic/kualitatif merupakan penelitian dengan kebanyakan datanya adalah
data kualitatif, walaupun tidak menolak data dan analisis secara kuantitatif.

dimana data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

B. Populasi dan Sampel
Data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan
sekunder. Data primer dilakukan melalui survei ke lapangan dan indepth
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interview, untuk indepth interview dilakukan terhadap pengusaha UMKM baik
yang pernah mendapatkan program bantuan ataupun yang belum mendapatkan
program bantuan hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil
dari pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun penulis melakukan wawancara
(Key Informant) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Kota Tanjungpinang tentang proses pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan
informasi mengenai program tersebut. Sedangkan data sekunder didapatkan dari
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM “dan data lainnya yang
bersumber dari berbagai dinas/instansi yarig/ada di Kota Tanjungpinang seperti
Instansi Badan Pusat Statistik dan~Badan” Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal.

Jumlah populasi usdha mikro, kecil menengah, bisa terlihat pada tabel 3.1.
berdasarkan tabel tersebut; pada tahun 2012 di Kota Tanjungpinang terdapat 510

perusahaan yang termasuk kategori Mikro, 2269 termasuk Kecil dan 292 termasuk

kategori Mernengah.
Tabel 3.1.Kategori Perusahaan
Kategori Perusahaan Jumlah Persentase
(1] [2] [3]
Mikro 510 15,11
Kecil 2.269 76,22
Menengah 292 8,67
Total 3.071 100,00

Sumber:Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan PM Kota Tanjungpinang
Pada data primer, metode pemilihan sampel yang digunakan adalah
probability sampling dengan menggunakan multistage sampling, dengan jumlah

sampel yang akan digunakan sebanyak 100 (seratus) pengusaha UMKM dimana
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penarikan sampel akan dilakukan secara proporsional terhadap UMKM yang
sudah atau belum pernah mendapatkan program bantuan. 100 responden ini
diambil berdasarkan keterangan masri singarimbun, untuk penelitian yang bersifat
eksplortif, minimal jumlah sampel adalah 30 responden, dengan prinsip semakin
banyak sampel maka akan semakin mendekati populasi diambil jumlah sampel
sebanyak 100 responden.

Adapun tujuan pengambilan sampel secara probability sampling bertujuan
agar hasil penelitian bisa digunakan untuk mengestimasi populasinya (Kish,
1999). Langkah pertama, secara proporsional akan menentukan jumlah sampel
untuk masing - masing perusahaan mikro, Xecil, dan menengah kemudian langkah
berikutnya adalah akan memilih ~sampel dengan menggunakan Stratified
Proportional Random Sampling (SKS) untuk menentukan perusahaan mana yang
akan terpilih menjadi samipelhdari masing -masing kategori perusahaan. Untuk

alokasi sampel pada ‘masing - masing kategori usaha dapat dilihat pada tabel

berikut:
Tabel 3.2. Alokasi sampel Perusahaan
Kategor Perusahaan Populasi Sampel Persentase
[1] [2] B3] [4]

Mikro 510 15 16,61
Kecil 2.269 76 73,88
Menengah 292 9 9,51
3.071 100 100,00

Sumber : Hasil olahan data lapangan

Untuk proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara.
Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data
atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subjek tertentu

atau orang lain. Individu sebagai sasaran wawancara ini disebut key informan,
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yaitu orang yang memiliki keahlian atau pemahaman yang terbaik mengenai suatu
hal yang ingin diketahui. Sebaliknya wawancara juga dapat dilakukan dengan
individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang dirinya sendiri,
seperti pendirian, pandangan, persepsi, sikap, atau perilaku. Individu sebagai
sasaran wawancara ini sering disebut responden. Informan maupun responden
tidak harus saling menggantikan. Keduanya dibutuhkan sebagai sasaran
wawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif.

Apalagi informan maupun responden sebagai sasaran yang ‘diwawancara hanya

menunjuk pada unit observasi yang dengannya data dikumpulkan tentang sesuatu

masalah yang ada dalam unit analisis.
Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai informan adalah :

1. Pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang baik yang pernah ataupun belum
pernah mendapatkan program bantuan. Dengan dijadikannya pelaku UMKM
sebagai responden“lal ini ditujukan agar memperoleh infomasi mengenai
penilaian terhadap proses, dampak dan bagaimana kebijakan strategis terhadap
program.penigembangan sistem pendukung usana bagi usaha Mikro Kecil dan
Menengah. semua UMKM baik yang sudah maupun yang belum menerima
program tersebut dijadikan responden dalam penelitian ini dengan tujuan
diharapkan dapat memperoleh informasi yang seimbang dari sisi pelaku
UMKM, mengenai penilaian terhadap proses, dampak maupun strategi yang
perlu disusun bagi perkembangan UMKM di Kota Tanjungpinang.

2. Dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota
Tanjungpinang. Dinas tersebut dijadikan objek dalam penelitian ini karena
Disperindagkop merupakan dinas yang bertanggung jawab langsung dalam
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pelaksanaan program tersebut. Dari dinas tersebut diambil 2 orang untuk
dijadikan informan yaitu sekretaris Disperindagkop Kota Tanjungpinang yang
juga sebagai Mantan Kabid koperasi dan UMKM serta Kassubag Program
Disperindagkop Kota tanjung pinang. Dari kedua informan tersebut
diiharapkan mampu memberikan semua keterangan yang berhubungan dengan
pelaksanaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha
Mikro Kecil dan Menengah dan kedua informasn tersebat dianggap paling
mengetahui bagaimana perkembangan para ‘pelaku” UMKM di Kota
Tanjungpinang. Pemerintah Kota melalui disperindagkop dijadikan informan
dengan tujuan agar diperoleh informasi meéngenai UMKM baik dari sisi
penyedia program maupun dari’ para pelaku UMKM sebagai objek dalam
program yang sudah ditetapkan;

3. Bappeda Kota Tanjungpinang khususnya bidang ekonomi kreatif, hal ini
dikarenakan Badan tersebut memiliki peranan dalam perencanaan
pengembangan UMKM di Kota Tanjungpinang.

4. Badan, Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, dengan dijadikannya BPS sebagai
informan, tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi kontribusi para pelaku

UMKM bagi perkembangan ekonomi Kota Tanjungpinang secara mikro.

C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Kuesioner. Kuesioner merupakan kumpulan beberapa pertanyaan untuk
mengukur berbagai indikator, dimana jumlah kuesioner yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari 2 set responden yaitu kuesioner untuk para pelaku
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UMKM di Kota Tanjungpinang dan responden yang berasal dari
Disperindagkop Kota Tanjungpinang

b. Wawancara
Wawancara merupakan komunikasi secara langsung dengan responden dan
melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
Alatnya adalah pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa
responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaku UMKM Kota Tanjungpinang sebanyak, 100 responden
2. Informan yang berasal dari Disperindagkop 1anjangpinang, dalam hal ini
diwakili oleh sekertaris dan Kasubbag pregram

c. Observasi
Alat yang dibutuhkan adalah kuésioner untuk pengamatan di lokasi penelitian
dengan cara langsung turufy ke lokasi penelitian guna mendapatkan data-data
yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal-hal yang akan didapatkan dari
observasi ini adalah‘; “bagaimana karakteristik para pelaku UMKM di Kota
Tanjungpinang;’ bagaimana evaluasi terhadap proses, dampak dan strategi
mengenai program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah yang sudah dilaksanakan di Kota Tanjungpinang.selain itu
juga observasi dilakuakn terhadap berbagai aktifitas pelaku UMKM melalui
beberapa dokumentasi/foto.
Agar pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara sistematis, efektif dan
efisien, maka kegiatan penelitian ini perlu ditetapkan urutan pelaksanaannya.
Berdasarkan strategi yang telah disusun, maka pelaksanaan pekerjaan akan

dilakukan melalui tahapan - tahapan, sebagai berikut:
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1. Pengumpulan data referensi awal dan studi literatur untuk mendukung kegiatan
penelitian.
Dalam hal ini akan dilakukan tinjauan pustaka dan pengumpulan data
sekunder dan informasi pendukung lainnya terutama data yang didapat dari
SKPD yang berkaitan langsung dengan pelaku UMKM. Jenis kajian ini
meliputi; literatur, jurnal, artikel, peraturan dan berbagai kebijakan yang terkait
dengan penelitian.

2. Persiapan Teknis.
Persiapan - persiapan teknis yang akan dilakukan, peneliti dalam melaksanakan
penelitian sesuai dengan tata urutan penelitian dengan menempuh tahapan -
tahapan sebagai berikut;
- Pendalaman metodologi penelitian,
- Diskusi/ bimbingan/tutorial/dari pembimbing penelitian.
- Penetapan target “pendataan dan penyusunan rencana pelaksanaan

pengumpulan data.
- Penyusunan rencana pelaksanaan penelitian secara menyeluruh dan jadwal
pelaksanaan penelitian.

3. Observasi Lapangan.
Kegiatan observasi lapangan pada prinsipnya dilakukan untuk mengenali
kondisi riil keadaan dilapangan serta mempelajari karakteristik pelaku UMKM
setempat serta menghimpun data - data sekunder terkait penelitian untuk
memudahkan peneliti pada saat tahapan pelaksanaan pengumpulan data akan

dilaksanakan.
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4. Kajian Awal dan Persiapan Kuesioner.
Tahapan ini dilakukan setelah peneliti melakukan observasi lapangan dan
telaah data sekunder. Pokok tahapan ini adalah melakukan identifikasi dan
resume kondisi lapangan berdasarkan hasil kegiatan observasi lapangan yang
masih bersifat global/umum. Berdasarkan kajian awal maka akan disusun
daftar pertanyaan (kuesioner), yang fokus kepada objek penelitian. Untuk
pertanyaan yang bersifat wawancara (indepth interview) dilakukan dengan
eksploratif melalui pendalaman pertanyaan - .pertanyaan yang ada pada
kuesioner yang dikembangkan sesuai dengan, kondisi pada saat survey
dilaksanakan.

5. Melakukan Survey Lapangan/Pendataan
Pada tahapan ini akan membutulikan waktu untuk menghimpun data + 1 bulan .

yaitu antara bulan April’s/d Mei 2013.

D. Analisa Data
Setelahdata dikumpulkan dari lapangan, pengolahan data akan dilakukan
dengan menggunakan SPSS versi 18.0, dan analisis yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu:
1. Analisis Deskriftip
yaitu analisis yang hanya bersifat menggambarkan terhadap persoalan yang
sedang dihadapi (Suprianto, 2006). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk
pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. (Masri

Singarimbun, 1987:4)
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2. Analisis Wilcoxon

Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberian

program bantuan terhadap omzet, keuntungan, jumlah modal dan jumlah

anggota  sebelum dan setelah mendapatkan program bantuan, apakah

memberikan dampak yang signifikan atau tidak terhadap keempat unsur yang

tadi (Walpole, 1992). Metode tersebut digunakan untuk mengevaluasi suatu

perlakuan, Jika kita ~mempertimbangkan disampmng arah juga

mempertimbangkan besarnya relatif perbedaan diantara hasil - hasil perlakuan

itu maka kita menggunakan tes ranking bertanda wilcoxon.
3. Importance-performance analysis

Tujuan dari analisis ini untuk m€ngevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan
baik terhadap koordinasi, proses,”dampak dan pelaksanaan program bantuan
tersebut, apakah sudah memuaskan atau belum. (supranto, 2006). Importance and
performance analysis dtau analisis tingkat kepentingan dan kinerja merupakan
metode deskriptif kualitatif - kuantitatif dalam menganalisis data penelitian untuk
menjawab ‘sejath mana proses impact dan strategic dlaksanakan. Berdasarkan
hasil pemidian tingkat kepentingan dan hasil penilaian kinerja/penampilan maka
akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat
kepentingan dan tingkat pelaksanaannya.
Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja/pelaksanaan

dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukkan
urutan prioritas peningkatan pelaksanaan program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah (supranto, j, 1997).
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Dalam penelitian ini terdapat 2 peubah yang diwakilkan oleh huruf X dan Y,
dimana X merupakan tingkat kinerja sedangkan Y adalah tingkat kepentingan
pengusaha UMKM.

Adapun rumus yang digunakan yaitu:

Tk, = 24 x100%
Y

1

Tki :Tingkat kesesuaian faktor ke-i
Xi :Total skor penilaian kinerja program pengembangan
sistem pendukung usaha bagi usaha mikro ‘kecil
menengah
Yi :Total skor penilaian kepentingan/harapan pengusaha
Analisa tingkat kepentingan “dan “kinerja pelaksanaan program
pengembangan sistem pendukung.usaha bagi usaha mikro kecil menengah dapat
menghasilkan suatu diagram kartesius yang dapat menunjukkan letak factor -
faktor atau unsure - unsur jasa yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan
program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah, dimana-dalam diagram kartesisu faktor-faktor tersebut akan dijabarkan
kedalafin empat bagian.
Sumbu mendatar (X) yang terdapat dalam diagram kartesius akan diisi oleh rata-

rata skor tingkat pelaksanaan atau kinerja, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi

oleh rata-rata skor tingkat kepentingan/harapan, dengan rumus sebagai berikut:

D A 3

Xi=+ Y =+
Dimana: n n
X, : Rata-rata skor tingkat pelaksanaan/kepuasan faktor/unsur
program ke-i
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: Rata-rata skor tingkat kepentingan faktor/unsur ke I

: Total skor tingkat pelaksanaan/kepuasan faktor/unsur

: Total skor tingat kepentingan faktor/unsur ke-i

Y;
2"
v

N : Jumlah responden

Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian
yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik
(X,Y)dimana X, merupakan rata - rata skor tingkat pelaksanaan/kinerja seluruh
faktor atau atribut dan ¥, merupakan rata-rata dari“skor tingkat kepentingan
seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan/pasien dengan rumus sebagai

berikut:

Dengan K= Banyaknya atribut/fakta/peubah
Selanjutnya ‘tingkat’ unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi menjadi

empat bagian ke dalam diagram kartesius

Y
Kepentingan
. . Pertahankan
Prioritas Prestasi
Utama B
A
Y
Prioritas Berlebihan
rendah D
C
Pelaksanaan (Kinerja)
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Keterangan

A. Menunjukkan faktor/unsur yang dianggap mempengaruhi kepuasan pengusaha
termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap penting, namun pemerintah belum
melaksanakan sesuai keinginan pengusaha, sehingga mengecewakan/banyak
pegusaha yang menyatakan tidak puas

B. Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan pemerintah,
untuk itu wajib dipertahankan. Dinggap sangat penting dan pelaksanaannya
sangat memuaskan.

C. Menunjukkan beberapa faktor yang kufang./penting pengaruhnya bagi
pengusaha, pelaksanaannya oleh pemieriniah biasa-biasa saja. dianggap
merupakan faktor yang kurang penting dan kurang memuaskan.

D. Menunjukkan beberapa faktof yang kurang penting pengaruhnya bagi
pengusaha akan tetapl -pelaksanaannya berlebihan. Dianggap faktor yang
kurang penting tetapi pelaksanaannya sudah memuaskan.

(J Supranto,1997)
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan sebelumnya:

Dilihat dari karakteristik pengusaha UMKM di Kota Tanjungpinang
memiliki pendidikan yang rendah (sebagian besar SD/sedérajat), mampu bertahan
dalam jangka waktu yang relatif lama (sebagian besar berdiri antara tahun 1999 -
2009), sebagian besar bergerak dalam sektor perdagangan, sumber modal berasal
dari modal sendiri, tenaga kerja disektor, UMKM berpendidikan rendah/SD
sederajat, jarak ketempat usaha sebagian besar < IKM, sebagian besar pelaku
UMKM tidak pernah mengikuti pelatihan, modal awal antara 1 juta rupiah sampai
5 juta rupiah.

Proses penerimaan program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha
mikro kecil ‘menengah, ada yang sudah memuaskan ada juga yang belum
memuaskan) bagi pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang. Sebagian besar dalam
pelaksanaannya, proses tersebut sudah memuaskan para pelaku UMKM
diantaranya yaitu proses seleksi/persyaratan administrasi, birokrasi pemerintahan,
manfaat seleksi, penyaluran tepat jumlah, waktu, sebaran dan sesuai mekanisme,
efektifitas penyaluran dana oleh dinas terkait sedangkan proses yang perlu
mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu efektivitas
tenaga pendamping, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi, efektifitas proses

pendampingan, dan perguliran bantuan ke pihak lainnya.
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Secara strategis berdasarkan hasil di lapangan, bentuk bantuan yang
diharapkan oleh para pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang yaitu berupa bantuan
permodalan, bantuan pelatihan, bantuan permodalan dengan tingkat suku bunga
rendah dan angsuran ringan, bantuan tempat usaha yang memadai, bantuan
permodalan yang berkelanjutan dan bergulir serta bantuan promosi usaha. Hal ini
menunjukkan program bantuan pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah sudah sangat tepat untuk digulirkan Karena kegiatan-
kegiatan dalam program tersebut sudah sesuai dengan'\bentuk bantuan yang
diharapkan oleh pelaku UMKM di Kota Tanjungpinarig. Dalam pelaksanaannya,
bentuk bantuan yang diperoleh para pelakuy UMKM sebagian besar hanya berupa
permodalan dan sebagian dalam bentuk.penérimaan gerobak (sarana pendukung
usaha), sedangkan untuk sosialisasiypembinaan, pelatihan, partisipasi promosi dan
partisipasi sekolah lapangan-belum bisa dinikmati oleh sebagian besar pelaku
UMKM di kota Tanjungpinang, kedepannya kegiatan-kegiatan yang belum bisa
dinikmati oleli~.sebagian pelaku seperti sosialisasi, pembinaan, pelatihan,
partisipasi, ‘promocsi dan partisipasi sekolah lapangan tersebut harus lebih
ditingkatkan lagi kuotanya agar sebagian besar pelaku UMKM di Kota
tanjungpinang bisa memperoleh bantuan tersebut dan juga dari sisi penyediaan
sarana pendukung usaha selain dalam bentuk bantuan gerobak juga bisa ditambah
dengan penyediaan tempat usaha yang memadai. Sedangkan berdasarkan evaluasi
proses, agar lebih memuaskan para pelaku UMKM maka pemerintah harus

memperhatikan efektivitas tenaga pendamping, proses pelaporan, monitoring dan
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evaluasi, efektifitas proses pendampingan, dan perguliran bantuan ke pihak
lainnya dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan analisis deskriftip dan analisis Wilcoxon, pemberian program
bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, secara
signifikan program tersebut berpengaruh cukup besar terhadap rata-rata omzet per
bulan, rata-rata keuntungan per bulan, rata-rata modal usaha dan rata-rata jumlah
tenaga kerja. Berdasarkan evaluasi dampak dapat disimpulkan bahwa pemberian
program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha ‘mikro kecil menengah
relatif sudah berhasil dalam rangka mengembarigkan UMKM di Kota
Tanjungpinang.

Kendala-kenadala yang dihadapi para pelaku UMKM di Kota
Tanjungpinang yaitu rendahnya kualitas para pengusaha dan tenaga kerja di sektor
UMKM, masalah permodaian, kurangnya sosialisasi program bantuan dukungan
terhadap usaha mikrov(kecil dan menengah, Masih kurang memuaskannya
beberapa tahapan 'dalan proses pemberian bantuan program dukungan usaha
UMKM dalam hal Efektivitas tenaga pendamping, Proses pelaporan, monitoring
dan evaluasi, Efektifitas proses pendampingan dan Perguliran bantuan ke pihak
lainnya serta masih rendahnya produsen atau pemilik UMKM mengenai
teknologi. Selain hal tersebut kendala yang lainnya yaitu masih kurang
bervariasinya bentuk sarana pendukung kegiatan UMKM yaitu baru pemberian
grobak, padahal ada beberapa pelaku UMKM yang mengharapkan sarana usaha

yang memadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



4148gzdf

B. Saran
Program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah tetap harus digulirkan bagi para pelaku UMKM di Kota
Tanjungpinang, tetapi dalam pelaksanaannya perlu ditambahkan kuotanya agar
semua pelaku UMKM di Kota Tanjungpinang bisa menikmati semua bentuk
bantuan tersebut, diantaranya yaitu sosialisasi, pembinaan, pelatihan, partisipasi
promosi dan partisipasi sekolah lapangan ditambah dengan periyediaan tempat
usaha yang memadai sebagai wujud dari kegiatan pendukung usaha.
Agar pemberian program bantuan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah lebih baik lagi, berdasarkap hasil survei menyatakan bahwa:
a. Bantuan hanya berupa modal usahia, karéna modal usaha sangat diperlukan
oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya
b. Bantuan diberikan hanya kepada pelaku UMKM yang sudah berjalan/usahanya
sudah lama, bukan bersifat modal awal bagi mereka yang baru ingin menjadi
pelaku UMKM
c. Bantuan ‘diberikan kepada para pelaku UMKM yang memiliki alamat yang
jelas, agar memudahkan proses verifikasi bagi petugas dan proses monitoring
kedepannya.
d. Bantuan diutamakan bagi usaha mikro dan kecil terlebih dahulu, karena
mereka rentan bangkrut
e. Proses verifikasi calon penerima bantuan harus dilaksanakan seketat mungkin,

petugas dari dinas perindustrian dan koperasi Kota Tanjungpinang harus
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melakukan peninjauan langsung kelapangan/harus benar2 turun kelapangan
untuk melihat secara riil diapangan keadaan usaha calon penerima bantuan

f. Proses seleksi harus melibatkan aparat Pemerintah yang paling kecil yaitu
ketua RT dan RW

g. Pemerintah daerah harus membentuk tenaga pendamping bagi UMKM,
melakukan monitoring dan evaluasi langsung terhadap pemberian bantuan

agar UMKM di Kota Tanjungpinang tetap berkembang.
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EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG UMKM

1. MenurutBapak/ibu, apakah pemerintah daerah memiliki kepedulian terhadap pembangunan
UMKM
a. sangat peduli
b. Peduli
¢. Kurang peduli
2. Mohon dijelaskan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pembangunan UMKM
3 Mohon dijelaskan bentuk ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap pémbangunan UMKM
4 Apakah Bapak/ibu, puas dengan salah satu program pernerinitah dalam bidang UMKM vyaitu

pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro'kecil’ menengah
a. Sangat Puas karena...
b.  KUrang PUas Karena..........cccccceveenecrernncsneeesostisn e rtinsnenssnsmmassnnsnsssasassanenssns svasesere sorasesensses
¢. Tidak dapat memberikan penilaian, Karena........io v eciseeseescssennensaesessessesssassesasassesassas

5. Menurut Bapak/lbu hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan program
pemerintah dalam bidang UMKM khusunya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha
mikro kecil menengah, jelaskan

6. Menurut Bapak/ibu, dampak apa saja yang dapat dirasakan pengusaha UMKM yang pernah
mendapatkan programi-pemerintah dalam bidang UMKM yaitu program pengembangan sistem
pendukung usaha.bagi'usaha mikro kecil menengah, jelaskan

program pengembangan sistem pencdukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah jelaskan...... eereetesensintenaetrastaasaasenanaas saseaseseste rananabe e areanes g enenasnabiatesses srecnarstrt st rat

.................................................................................
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10.
11.
12.

13.
14.

BAGIAN I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama responden:

Tahun Berdiri:
Jenis Usaha :
Status perusahaan

El Mikro

|:| Kecil

O Menengah
J Besar
Sumber Modal:

o oe

a. Milik sendiri (termasuk hibah/transfer)

b. Pihak lain
Omzet Perusahaan/Bulan Rp....L......<. .....

Keuntungan Perusahaan/Bulan'Rp....................

Jumlah Tenaga Kerja;

Tidak/belum sekolah .... Orang
SD/Sederajat=.r. Orang
SLTP/Sederajat .... Orang
SLTA/sederajat .... Orang
DI/Dii/DIll ... Orang

DIV/S1 .... Orang

g. S2/s3...0rang

jarak ke tempat penjualan ......... (km)
lama usaha........... (tahun)

sumber modal

a. sumbernya bukan modal sendiri
b. sumbernya modal sendiri

mpanTe

----------------------

% sebutkan...
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NO.
KUESIONER
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A. SOSIALISAI DUKUNGAN USAHA

1. Selama saudara Berusaha, apakah pernah ada penjelasan dari Pemerintah daerah tentang
dukungan pemodalan?
a. Pernah
b. Tidak Pernah

2. Apakah usaha saudara pernah mendengar program pengembangan sistem pendukung usaha
bagi usaha mikro kecil menengah
a. Ya
b. Tidak

3. Apakah usaha saudara pernah mendapatkan program bantuan—péngembangan sistem
pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

a. Ya
b. Tidak,
| -1 TSSOV ot S S A

4. Apabila pernah mendapat bantuan dari pemefintah daerah, apa bentuk nya?
Jawab:...

JIKA jawaban No 3 : “iya”

5. Berapa kali usaha saudafa,mendapatkan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah............. kali

6. Jenis program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang
pernah di peroleh:(Lingkari apa yang audah pernah diperoleh):

a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, besarnya vyang
diperoleh...............

b. Pengadaan gerobak jualan bagi UKM

c. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

d. Partisipasi promosi dan sekolah lapangan UMKM unggulan Kota Tanjungpinang

e. Partisipasi promosi UMKM unggulan Kota Tanjungpinang

f. Penyelenggaraan promosi produk UMKM

g Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana UMKM

7. lika mendapatkan permodalan usaha, bantuan uang tersebut telah bapak/ibu gunakan untuk:

a. Membuka usaha baru, karena

b Mengembangkan usaha yang telah ada, karena

c. Digunakan untuk membeli kendaraan operasional/peralatan, karena....................
d LainNnya,....ccoeeeneenerenes

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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8. Berikan Penilaian bapak/ibu Terhadap Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan berikut ini:

Uraian Tingkat Pengalaman Tingkat Kepentingan
5 4 3 2 1 5 4 3 2
1. Proses Seleksi/persyaratan
\mini ;
2. Manfaat Seleksi
3. Efektivitas Proses Pencairan Dana
4. Efektivitas Proses Pendampingan
5. Efektivitas Penyaluran Dana Oleh
Dinas yang ditunjuk
6. Perguliran dana ke pihak lainnya
7. _Efektivitas Tenaga Pendamping
8. Proses Pelaporan, Monitoring Dan
9. Penyaluran Tepat Waktu
10. ran Tepat jumiah
11. Penyaluran Tepat Sebaran
12. Penyaluran Sesuai
mekanisme
13. Birokrasi pemerintahan
Keterangan
Tingkat Pengalaman Tingkat Kepentingan
1.Sangat tidak memuaskan 1/ Sangat Tidak Penting
2.Tidak memuaskan 2. Tidak Penting
3. Cukup memuaskan 3. Cukup Penting
4. Memuaskan 4. Penting
5. Sangat memuaskan 5. Sangat Penting

9. Mohon dijelaskan. kegiatan usaha bapak/ibu sebelum dan sesudah menerima bantuan

a) MengalamiKeémunduran usaha

b) Ada péningkatan sedikit

¢} Mengalami kemunduran usaha

10. Perubahan yang terjadi:

Aspek

Kinerja Usaha sebelum/sesudah menerima program
pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah

Sebelum Setelah

Omzet per bulan

Rp. Rp.

Keuntungan Per bulan

Jumlah Modal usaha

plw|nle

Jumlah Tenaga Kerja

11. Bila usaha mengalami kemunduran, apa penyebabnya?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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13.

14.

15.
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Jawab.... verrrerersesssbesebaseabeL bsbarbas seb R eRaRS bASE S ta nee mhe ese sms sassme see sementane

..............................................................................

Dari manakah Bapak/lbu memperoleh informasi adanya program pengembangan sistem
pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah bagi UMKM pada saat ini

a. Staf Intansi Pemerintah

b. Media Masa

c. Bentuk/pihak lainya, mohon dosebutkan

d. Belum pernah tahu

Apakah proses seleksi UMKM penerima program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah telah dilakukan secara adil {transparan daii‘akuntabel)

a. Sangat adil dan sesuai pedoman pelaksanaan

adil

cukup adil

Tidak adil, karena, ............... . G .
Sangat Tidak adil, karena .......ocoeeeeceeeeeceennennensesonedienne e eeeeresenusssennonenesaraes

P oo o

Berikan saran-saran supaya seleksi penerima program bantuan kedepan lebih baik.
Jawab:... O 0 U AR

penarikan dan pencairan dana,-pergembalian dalam bentuk angsuran atau perguliran kembali
dana yang bersangkutanizmohon dijelaskan bentuk kesulitannya (jika ada) dan usulan

perbaikannya

Aspek Bentuk kesulitan yang
dihadapi

Usulan Perbaikan

1.Persyaratan Adminisirasi

2.Penarikan dan pericairan dana

3.Pengembalian kepada Bank

4. Perguliran Ke UMKM lainnya

5.Pelaporan, Monitoring dan
Evaluasi

6.Birokrasi pemerintahan

7. Biaya Tambahan Pengurusan

Jika Jawaban No 2 : “Tidak”

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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5. Jika tidak pernah memperoleh bantuan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah bagi UMKM, alasan utamanya adalah:

. a. Tidak tahu Prosedur
Proposal ditolak

usaha mikro kecil menengah telah dilakukan secara fair (transparan dan akuntabel)

a. Sangat fair dan sesuai pedoman pelaksanaan

b. fair
c. cukup air

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

¢. Tidak berminat
d. Tidak Tahu
e. lainnya, (sebutkan )
6. Apakah Pernah mendapatkan bantuan UMKM dalam bentuk lainnya
a. Ya, Sebutkan
b. Tidak
7. Penilaian bapak/ibu Terhadap Proses Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Pada Masing-Masing
. Pola Perkuatan
Tingkat Pengalaman Tingkat Kepentingan
4 3 2 1 5 4 3 2
1. Proses Seleksi/persyaratan
Jmini .
| 2. Manfaat Seleksi
3. Efektivitas Proses Pencairan Dana
4. Efektivitas Proses Pendampingan
5. Efektivitas Penyaluran Dana Oleh
Bank Pelaksana
6. __Pengembalian kepada Bank
7. Perguliran dana ke pihak lainnya
8. Efektivitas Tenaga Pendamping
1 9. Proses Pelaporan, Monitoring Dan
10. Penyaluran Tepat Waktu
11. Penyaluran Tepat Jumiah
12. Penyaluran Tepat Sebaran
13. Penyaluran Sesuai
mekanisme
14. Birokrasi pemerintahan
Keterangan
- Tingkat Pengalaman Tingkat Kepentingan
1.Sangat tidak memuaskan 1. Sangat Tidak Penting
2.Tidak memuaskan 2. Tidak Penting
- 3. Cukup memuaskan 3. Cukup Penting
4. Memuaskan 4. Penting
5. Sangat memuaskan 5. Sangat Penting
8. Apakah proses seleksi UMKM penerima program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
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d. Tidak fair, kKarena, MONON SAraNNYa...........ceeeereeverreeseresesermessasssscsessoses sesressssesbesessens ssnsssnssssemsssns
e. Sangat Tidak fair, karena, MONON SAraNNYa...........cccueeeeeereresmeisesissessem e sisssesesasesassessacsns sassssssesns ons

9. Apakah UMKM saudara mengalami kesulitan dalam proses pengajuan persyaratan administrasi,
penarikan dan pencairan dana, pengembalian dalam bentuk angsuran atau perguliran kembali
dana yang bersangkutan?mohon dijelaskan bentuk kesulitannya (jika ada) dan usulan
perbaikannya

Aspek Bentuk kesulitan yang Usulan Perbaikan
dihadapi

1.Persyaratan Administrasi

2.Penarikan dan pencairan dana

- 3.Pengembalian kepada Bank

4. Perguliran Ke UMKM lainnya

5.Pelaporan, Monitoring dan
Evaluasi

6.Birokrasi pemerintahan

7. Biaya Tambahan Pengurusan

10. Mohon dijelaskan kegiatan usaha bapak/ibu
Aspek Kinerja Usaha
Omzet per bulan
Keuntungan Per bulan
Jumiah Modal usaha
Jumlah Tenaga Kerja

slw|o|e

1i. Jelaskan apa yang mempengaruhi-naik turunnya omset/keuntungan:
JBWAD it aer e cnneessfrses Shecusdlenananesensnssussansanansassnanesssusane

BAGIAN I
UNTUK SEMUA PERUSAHAAN

1. Menurut Bapak/ibu, apa bentuk kebijakan atau program pembangunan usaha mikro dan kecil
yang harus dilakukan oleh pemerintah pada masa mendatang?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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.................................................

...........................

...................................................................................................

.......................................

...........................................................

2. Menurut Bapak/ibu, apakah pemerintah daerah memiliki kepedulian terhadap pembangunan
UMKM?

a. Sangat Peduli

b. Peduli, sebatas bagian dari upaya membangun citra politik yang pro rakyat
c.  Cukup Peduli

d. Kurang peduli

e. Sangat Kurang peduli

3 Mohon dijelaskan contoh kepedulian pemerintah daerah terhadap pembangunan UMKM

UMKM

...........................

.............

kebijakan atau program yahg mendukung upaya pembangunan UMKM (Jika ada)

Nama-Dinas/Intansi/lembaga Bentuk Kebijakan/program pemberdayaan
UMKM

P(WiINE

7. Mohon dijelaskan menurut pendapat bapak/ibu instansi pemerintah daerah yang bapak ibu nilai
memiliki kebijakan atau program yang kurang mendukung upaya pembangunan UMKM

Nama Dinas/Intansi/lembaga Bentuk Kebiiakan/program yang
menghambat pemberdayaan UMKM

Wi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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8. Apakah ada program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang
bapak/ibu nilai sangat efektif untuk meberdayakan UMKM sehingga perlu dijadikan program

berkelanjutan

a. Ada, contohnya;, ...... , karena................
b. Tidak ada, karena.........cccccceveecmeerene

c. Tidak tahu, karena

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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